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ABSTRAK 
 
Wali nikah merupakan salah satu persoalan hukum perkawinan yang selalu 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam awal sampai sekarang, 
seperti perlu tidaknya ada wali dalam nikah, siapa saja yang berhak menjadi wali 
atau kapan mempelai wanita menikah diperbolehkan tanpa wali dan wali nikah 
tidak dijelaskan secara terperinci dan mendetail oleh Nabi. Sehingga persoalan 
wali nikah selalu dipahami dengan multi interpretatif. Maka banyak tokoh, 
mazhab dan Negara ikut membahas dan mengkaji tentang wali nikah tersebut. 
Pembagian wali nikah, sejauh mana hak wali dan dan sejauh mana kontek sosial 
ikut mempengaruhi konsep wali tersebut sering kali diperdebatkan di berbagai 
negara Islam maupun negara berpenduduk Islam, seperti di Indonesia, Malaysia, 
Philipina, Brunai Darussalam dan lain-lain. Negara Thailand, misalnya, membagi 
wali nikah menjadi beberapa golongan, masuknya interpensi kerajaan di satu sisi 
dan penyerapan hukum Islam secara kaku di sisi yang lain dan bahkan tidak 
menemukan konteksnya dalam kehidupan masyarakat Islam Thailand sekarang 
ini.  
 

Konsep wali nikah yang digunakan dalam undang-undang Islam Thailand 
merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan 
kesempatan bagi penyusun untuk menyingkap konsep wali nikah dalam undang-
undang hukum keluarga Islam Thailand, mencari latar belakang pemikiran konsep 
wali nikah, menelusuri sejauhmana otoritas wali dalam memaksakan suatu 
pernikahan dan sejauhmana kebebasan mempelai dalam menentukan 
pernikahannya sendiri. 
 

Dalam menganalisis data, penyusun memakai metode deskriptif-analisis 
yaitu mendeskripsikan konsep pernikahan undang-undang hukum keluarga Islam 
Thailand tentang wali nikah dan ditelusuri latar belakang pembentukan konsep 
wali, otoritas wali dan kebebasan perempuan dalam pernikahan untuk kemudian 
dianalisis. Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum atau data-data 
yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.    
 

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa konsep 
wali nikah undang-undang hukum keluarga Islam Thailand disatu sisi berusaha 
untuk disesuaikan dengan konteks dan karakter kehidupan masyarakat Islam di 
Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi raja, adanya wali dari tuan hamba, 
adanya kreteria yang menjadi pedoman bagi wali dalam memaksa anaknya untuk 
melakukan pernikahan, adanya tertib wali nikah yang begitu berbeda dan adanya 
syarat-syarat khusus bagi mereka yang dijadikan wali nikah serta adanya otoritas 
bagi wali untuk memaksa pernikahan disatu sisi dan adanya kebebasan bagi 
perempuan untuk menikah dalam kondisi tertentu dengan tanpa wali disisi yang 
lain. Disamping itu, adanya penyaduran terhadap hukum Islam yang relevan 
dengan kehidupan masyarakat Islam Thailand.   
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN  

 

Transliterasi huruf-huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam 
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 
158/1987 dan 0543b/U/1987.  

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Nama  

  ا
  ب
  ت
  ث
  ج
  ح
  خ
  د
  ذ
  ر
  ز
  س
  ش
  ص
  ض
  ط
  ظ
  ع
  غ
  ف
  ق
  ك
  ل

Alif  
ba’ 
ta’ 
sa’ 
jim 
ha’ 
kha 
dal  
zal  
ra’ 
zai 
sin  
syin  
sad 
dad 
ta 
za 

‘ain  
gain  
fa  
qaf  
kaf  
lam  

 Tidak dilambangkan  

b 

t 

s\ 

j 

h{ 

kh 

d 

z\ 

r 

z 

s 

sy 

s} 

d} 

t} 

z} 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

Tidak dilambangkan  
be  
te  

es (dengan titik di atas)  
je  

ha  (dengan titik di bawah) 
ka dan ha  

de  
zet (dengan titik di atas)  

er  
zet  
es  

es dan ye  
es (dengan titik di bawah)  
de (dengan titik di bawah)  
te (dengan titik di bawah)  
zet (dengan titik di bawah)  

koma terbalik di atas  
ge  
ef 
qi  
ka 
‘el 

 vi



  م
  ن
  و
  ه
  ء
 ي

mim 
nun 
waw  
ha’ 

hamzah  
ya 

m 

n 

w 

h 

’ 

y  

‘em 
‘en  
w  
ha  

apostrof  
ye  

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

 ditulis muta’addidah متعددة

 ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis h  
 

 ditulis h}ikmah حكمة

 ditulis ‘illah علة

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya).  

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan h. 
 

 ’<ditulis kara>mah al-auliya كرامة الاؤلياء

 ditulis zaka>h al-fit}ri زكا ةالفطر
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D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

___َ_ Fath}}}ah ditulis a 
 

__ِ__ Kasrah ditulis i 

___ُ_  D}ammah ditulis u 

 

 Fath}ah ditulis fa’ala فعل

 Kasrah ditulis z\ukira ذكِر

يذهب D{ammah ditulis 
 

yaz\habu 

 

E. Vokal Panjang  

1 Fath}ah + alif  ditulis a> 

  ditulis ja>hiliyyah جا هلية 

2 Fath}ah + ya’ mati  ditulis a> 

 <ditulis tansa تنسى 

3 Kasrah + ya’ mati  ditulis i> 

  ditulis kari>m كرِيم 

4 D}ammah + wawu mati  ditulis u> 

 {ditulis furu>d فروض 

 

F. Vokal Rangkap    

1 Fath}ah + ya mati  ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم 

2 Fath}ah + wawu mati  ditulis au 

 ditulis qaul قَول 

 viii



G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a'antum اانتم

 ditulis u'iddat اعدت

 

H. Kata Sandang Alif + Lam  

Bila diikuti huruf Qamariyyah, maka ditulis dengan menggunakan kata 
sandang “al” dan bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka huruf L diganti dengan 
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya. 

 

 ditulis al-Qur'a>n القر ان

 ditulis asy-Syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya.  

 {ditulis z\awi al-furūd ذوي الفروض

 ditulis ahl as-sunnah ا هل السنة
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HALAMAN MOTTO 
 
 

”Jangan sampai kita terlena untuk memenuhi kekayaan duniawi yang 

sifatnya hanya sementara saja, hingga kita lupa akan tugas kita yang 

sesungguhnya di dunia ini yaitu mengumpulkan perbekalan untuk menuju 

kampung akhirat yang kekal. Jadi perkayalah diri Anda baik dengan 

materi maupun dengan rohani, dan bagikan kekayaan tersebut kepada 

orang-orang yang ada disekitar Anda, terutama yang lebih membutuhkan” 

 

“Mengevaluasi apa yang kita lakukan dan semua pencapaian kita. Apapun 

hasilnya akan menjadi fondasi kuat untuk kehidupan kita di masa 

mendatang yang lebih baik” 

 
"هرآأيله ايرسو سو ابو مو دعن علمو فقتهوان"  
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KATA PENGANTAR 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

. الغفور الحمد الله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهوالعزيز

صلاة والسلام على اشهد أن لااله الااالله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وال

  .سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

 
Segala puji dan rasa syukur senantiasa disanjungkan ke hadirat Allah yang 

telah memberikan segala karunia kemurahan dan petunjuk-Nya. Salawat serta 

salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad 

saw, yang telah diutus dengan membawa hukum yang penuh kerahmatan untuk 

seluruh alam semesta dan atas kerabat serta pengikut-pengikutnya.  

Syukur alh}amdulilla>h setelah penyusun mencurahkan seluruh kemampuan 

dan dengan taufiq serta hidayah juga bimbingan Allah, tersusunlah skripsi ini 

guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam 

di UIN Sunan Kalijaga. 

Dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan  dari berbagai pihak, 

penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam menyusun tugas akhir ini. 

Untuk itu, sangatlah perlu kiranya penyusun menghaturkan terima kasih yang tak 

terhingga, terutama kepada: 

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

UIN Sunan Kalijaga. 

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 xi



3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing I beserta 

Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II. 

4. Ayahanda H. Wan Ahmad dan Ibunda Hj. Ummu Kalsum, To’wan H. Wan 

Sholeh, Abang Wan Hasan dan segenap keluarga besarku yang telah memberi 

kontribusi berbentuk materi dan moral selama masa perkuliahan. 

5. Segenap keluarga H. Widodo dan Hj. Sukamti S.Ag. Krikilan Masaran Sragen 

6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penulisan 

skripsi ini yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan ridla dan balasan 

selayaknya dari Allah SWT. 

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan 

penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesadaran atas kekurangan dan 

keterbatasan yang ada pada diri penyusun, penyusun yakin bahwa pembahasan 

dalam skripsi ini belumlah merupakan karya yang sempurna. Untuk itu penyusun 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan 

penyusunan skripsi ini, dan tak lupa penyusun sampaikan terima kasih. 

  

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1429 H. 
 20 Agustus 2008 M. 

  

     Penyusun 

 

Waebueraheng Waehayee  
        NIM. 0335 0062 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Seiring perkembangan sejarah, Islam telah tersebar, tumbuh dan 

berkembang menjadi agama besar yang dipeluk hampir seluruh masyarakat 

penjuru dunia. Masyarakat Islam, secara garis besar sedunia dapat dipetakan 

menjadi tiga kelompok besar negara. Pertama, masyarakat Islam di negara 

Islam, diantaranya Saudi Arabia, Iran dan Pakistan. Kedua, masyarakat Islam 

sebagai penduduk mayoritas di negara non-Islam, diantaranya Mesir, Turki 

dan Indonesia. Ketiga, masyarakat Islam sebagai minoritas di negara non-

Islam, diantaranya Thailand, Piliphina dan beberapa negara di kawasan Eropa 

dan Afrika.1

Thailand bukan negara Islam dan mayoritas penduduknya beragama 

Budha. Dengan demikian, Thailand merupakan negara yang masuk dalam 

kelompok negara ketiga. Secara keseluruhan, kaum muslimin di Thailand 

adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 4 % dari jumlah keseluruhan 

penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih 

mempertahankan bahasa serta budaya dalam praktik kehidupan sehari-hari.2 

Ras melayu tersebut, menghuni kawasan di Thailand Selatan, 3  dimana 

                                                 
1 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 19. 
 
2 Arong Suthasasna “Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand”, dalam Sudirman 

(ed.), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga 
dan Pengkodifikasiannya (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 118.  

 
3 Yang dimaksud dengan Thailand Selatan adalah empat propinsi, yakni propinsi Patani, 

propinsi Naratiwat, propinsi Yala dan propinsi Setun.   

1 
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penduduk di Thailand Selatan tersebut mencapai 80 % memeluk agama Islam  

sebagai agama mayoritas penduduknya.  

Data sejarah menunjukkan bahwa di Thailand Selatan pada masa lalu 

terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di 

Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Patani. Setelah beberapa 

lama kerajaan Patani mengalami kejayaan, pada tahun 1902 secara total 

kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Karena 

banyaknya  perbedaan antara orang Budha (birokrasi pemerintah) dengan 

orang Thailand Selatan, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan 

menyebabkan kaum muslimin di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan 

keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.4  

Di Thailand Selatan, yakni Patani, Naratiwat, Yala dan Setun bisa 

dibilang sebagai daerah yang kelabu, karena terdapat dua budaya yang 

berbeda yang saling tarik-menarik dan tumpang tindih diantara keduanya, ada 

budaya yang berorientasi Islam di satu sisi dan budaya yang berorientasi 

Budha di sisi lain. Secara budaya kaum muslimin di daerah tersebut milik 

dunia Melayu dan secara politik mereka adalah bagian dari negara Thailand 

yang agama negaranya adalah Budha.5

Kaum muslimin di empat propinsi Thailand Selatan menganggap diri 

mereka sebagai orang muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama 

Islam. Hal ini mengundang pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai 

                                                 
4  Seni Mudman, “Negara, Kekerasan dan Bahasa; Tinjauan atas Sejumlah Hasil 

Mengenai Kaum Muslimin Muangthai”, dalam Saiful Muzani (ed.), Pembangunan dan 
Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: LP3S, 1993), hlm. 325.  
 

5 Ibid., hlm. 326.  
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merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-

hak kaum muslimin ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang 

beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah 

memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan 

Keluarga dan Waris kepada kaum muslimin yang tinggal di propinsi Patani, 

Naratiwat, Yala dan Setun. Untuk itu, pemerintah memberi peluang kepada 

kaum muslimin untuk menyelenggarakan Peradilan Agama tersendiri di 

tingkat propinsi (Sal Chan Ton), khususnya di bidang hukum keluarga dan 

waris.6  

Bukan hanya itu, setahun sebelumnya sekitar tahun 1945 pemerintah 

Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum muslimin dalam urusan 

agama Islam, yakni Undang-undang Mengayomi Islam (Patronage of Islamic 

Act) dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang urusan 

Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku bukan hanya khusus Thailand 

Selatan namun berlaku untuk seluruh kaum muslimin di Thailand.  

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam 

yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itupun hanya berlaku pada 

propinsi Patani, Naratiwat, Yala dan Setun, selain dari itu hukum Islam tidak 

diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.7  

                                                 
6 Narong Siripachana, Kwam Penma Khon Kodmi Islam Le’ Dato’ Yuttitham (Bangkok: 

PT. Popit Press, 1975), hlm. 47.  
 
7  Kementerian Kehakiman, Karn Sammana Karn Chai Kodmai Islam Nat Khet 

Changwad Patani, Naratiwat, Yala lea’  Setun (Bangkok: Kementerian Kehakiman, 1982), hlm. 
293.  

 



 4

Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga 

dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum muslimin di propinsi Patani, 

Naratiwat, Yala dan Setun agar pro dengan pemerintah Thailand. Dalam 

realitas yang ada sekarang, animo kaum muslimin untuk menyelesaikan 

kesulitan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung 

datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga 

keagamaan non-pemerintah daripada  ke Pengadilan Agama. 

Undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris secara garis besar 

membahas dua hal. Pertama, tentang keluarga, yang meliputi bab syarat-

rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa membuat putusnya 

suatu ikatan perkawinan. Kedua, tentang Waris, yang meliputi ahli waris, 

benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan as}abah. Jika dilihat dari 

isi/materi Undang-undang ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi’i, 

namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang 

hukum keluarga dan waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta 

unik dari Undang-undang Hukum Keluarga Thailand. 

Di antara isi Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand yang 

cukup menarik adalah konsep tentang wali, bukan berarti yang lain tidak 

menarik untuk dikaji. Wali dalam Undang-undang tersebut dibahas dalam Bab 

II (dua) dalam hukum keluarga yang terdiri dari 20 pasal. Dari 20 pasal yang 

ada tidak semuanya berkaitan dengan wali secara langsung, dalam artian ada 

sesuatu yang menjadi syarat yang lain yang harus dipertimbangkan oleh wali, 

misalnya syarat bagi laki laki yang akan menjadi suami bagi anaknya dibahas 
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secara cukup detail dalam bab wali,8 dan hal yang lain. Konsep wali dalam 

Undang-undang tersebut tidak seperti konsep wali dalam Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia yang lebih sederhana, jelas dan fokus. 

Wali dalam Undang-undang tersebut diklasifikasikan menjadi delapan 

macam, mulai dari wali Khas}, Aqrab, Ab’ad, Mujbir, Penghulu,9 H{akim,10 

‘Aam11 dan Tah}kim.12 Dilihat dari asal hubungan wali dengan mempelai 

terdapat empat pola hubungan, pertama, hubungan nasab, kedua, hubungan 

tuan/majikan, ketiga, hubungan kekuasaan (pemerintah) keempat, karena 

permintaan kedua mempelai. 

Seseorang bisa menjadi terhalang untuk menjadi wali karena kultur 

sosial masyarakat yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. 

Seperti halnya wali ‘Aam yang meminta upah atas tugasnya sebagai wali 

terlalu tinggi dengan standad kepatutan masyarakat yang ada atau karena jarak 

yang memisahkan mempelai dengan wali, yakni lebih dari radius 96 km. 

Menurut Hukum Keluarga Islam Thailand dibenarkan bagi kedua mempelai 

untuk mencari alternatif wali yang lain. Begitu juga dengan wali yang ada 

dalam satu tingkat jumlahnya lebih dari satu orang, maka masing-masing dari 

wali berhak menikahkan perempuan tersebut dengan 2 laki-laki  atau lebih. Di 

                                                 
8 Undang-undang  Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 ayat (1). 
 
9 Bisa menjadi wali karena pernah menjadi tuan hamba dari seorang perempuan atau tuan 

hamba nenek moyangnya.    
 

10 Bisa menjadi wali karena menerima perintah untuk menjadi Dato’ Yuttitham dari Diraja 
Thailand.   

 
11 Bisa menjadi wali karena seorang raja atau diutus raja. 

 
12 Bisa menjadi wali karena diminta oleh kedua mempelai untuk menjadi wali bagi 

dirinya.  
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sini perempuan hendaklah memilih menjadi istri laki-laki yang dinikahinya 

terlebih dahulu, namun ketika tidak diketahui mana yang lebih dahulu 

dinikahi maka semua perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.13

Dalam Undang-undang ini khususnya dalam hal wali ada materi hukum 

yang tidak menemukan konteks sosialnya ketika Undang-undang ini dibuat 

apalagi setelahnya, meskipun dalam sejarah terdahulu itu pernah ada. Seperti 

dijelaskan dalam satu pasal ketika seorang perempuan tidak memiliki wali 

Khas{ atau ada tetapi tidak memenuhi syarat penetapan dan ternyata 

perempuan atau nenek moyangnya pernah menjadi hamba seseorang dan telah 

dimerdekakannya, maka orang yang bisa menjadi wali bagi perempuan itu 

adalah orang yang pernah menjadi tuannya (wali penghulu) atau anak laki-

lakinya atau saudara laki-laki tuannya. 14  Kesan yang terlihat di dalam 

Undang-undang tersebut adalah konsep perbudakan seolah-olah masih 

dilegitimasi keberadaannya padahal praktiknya sudah tidak ada. 

Selain itu, wali yang memiliki hak untuk memaksa menikahkan seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki tidak boleh dengan sekehendak dan 

dengan seleranya sendiri, namun harus memperhatikan berbagai hal yang 

terkait dengan kebaikan dan kebahagiaan perempuan di masa yang akan 

datang atau sering disebut sebagai syarat bagi laki-laki yang akan dinikahkan. 

Diantaranya laki-laki harus punya pekerjaan dan moral yang lebih tinggi dari 

perempuan, tidak menjadi musuh perempuan itu, mempunyai kedudukan 

                                                 
13 Undang-undang  Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 40 ayat (2) b. 
 
14 Ibid., Pasal 43.  
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ekonomi yang jauh lebih tinggi dari perempuan, keturunan Arab seandainya 

perempuan keturunan Arab dan tidak menjadi hamba.15

Dengan demikian, mengacu pada persoalan tersebut di atas penyusun 

merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam dalam 

lingkup pustaka untuk meninjau lebih lanjut mengenai materi Undang-undang 

Hukum Keluarga Islam Thailand Selatan terhadap konsep wali nikah mulai 

dari Pasal 29 sampai Pasal 48 Undang-undang Hukum Keluarga Islam 

Thailand Selatan. 

 

B. Pokok Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain: 

1. Bagaimakah Konsep wali nikah Undang-undang Hukum Keluarga Islam 

di Thailand Selatan ? 

2. Sejauh manakah otoritas wali nikah dan kebebasan mempelai 

perempuan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

Selatan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan penelitian ini antara lain adalah : 

a. Untuk memahami konsep wali nikah dalam Undang-undang hukum 

Keluarga Islam di Thailand Selatan. 

                                                 
15 Ibid., Pasal 41 ayat (1). 
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b. Untuk memahami dengan benar sejauhmana otoritas wali nikah dan 

kebebasan mempelai perempuan dalam Undang-undang Hukum 

Keluarga Islam Thailand Selatan 

2. Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khazanah tentang Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Thailand 

Selatan, khususnya dalam masalah wali nikah. 

b. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman 

dan pengetahuan tentang Undang-undang Hukum Keluarga Islam di 

Thailand Selatan, khususnya tentang konsep wali nikah.  

 

D. Telaah Pustaka. 

Sejauh ini pembahasan tentang fiqh munakahat khususnya mengenai 

perwalian dalam nikah telah banyak dibahas, baik dalam bentuk tulisan (buku) 

maupun penelitian. Akan tetapi pembahasan tersebut lebih banyak 

memfokuskan pada konsepsi imam mazhab lima (Syafi’i, Maliki, Hanafi, 

Hambali dan Ja’far), tidak banyak karangan maupun karya ilmiah yang 

memfokuskan pembahasan tentang Undang-undang. 

Mengenai judul skripsi yang penyusun bahas  yakni Konsep Wali 

Nikah dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, 

penyusun melakukan penelusuran atas buku-buku atau karya ilmiah yang 

pernah membahas judul tersebut, dan hasil penelusuran tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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Dalam kitab Fiqh, penyusun menemukan kitab Al-Ah}wal asy-

Syakhsiyyah ‘ala al-Mazhahib al-Khamsah 16  karya Muhammad Jawad 

Mugniyah yang mengkhususkan pembahasannya pada wilayah hukum 

keluarga (Perkawinan, Waris, Wakaf dan lain-lain) menurut empat mazhab 

yang sudah dikenal di dunia Islam ditambah dengan mazhab Imamiyyah. Bab 

wali nikah dalam buku ini sangat singkat dan umum sehingga tidak 

memungkinkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui lebih dalam tentang hal 

tersebut. 

Selanjutnya penyusun menemukan pembahasan serupa dalam buku yang 

diedit M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution yang berjudul “Hukum 

Keluarga di Dunia Islam Modern”. 17  Buku ini secara umum membahas 

tentang hukum keluarga di dunia Islam dan juga menyinggung masalah wali 

dalam berbagai Undang-undang hukum keluarga di dunia Islam modern, 

tetapi tidak ditemukan pembahasan tentang Undang-undang Hukum Keluarga 

Islam Thailand. 

Khoiruddin Nasution mengkaji masalah wali dalam pernikahan dalam 

bukunya yang berjudul “Islam: Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim,18 di dalamnya dibahas tentang 

dasar hukum wali, pandangan para ulama mazhab dan konsepsi wali di dalam 

                                                 
16  Muhammad Jawad Mugniyah, Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ‘ala al-Mazhahib al-

Khamsah, cet. Ke-1 (Bairut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1964). 
 

17  M. Atho’ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam 
Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003). 

 
18  Khoiruddin Nasution, “Islam: Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004). 
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perundangan negara muslim, dimana perundangan-undang hukum keluarga 

Islam Thailand tidak termasuk di dalamnya pula. 

Sedangkan kajian tesis mengenai hukum Keluarga Islam di Thailand 

Selatan antara lain Mr. Manapiyah Maoti dalam tesis yang berjudul “Peran 

Dato’ Yuttitham dalam Pelaksanaan Hukum Keluarga dan Warisan di 

Peradilan Agama 4 Propinsi Thailand Selatan”.19 Tesis ini banyak membahas 

tentang sejauh mana peran Dato’ Yuttitham dalam menjalankan hukum 

keluarga dan warisan di Peradilan Agama Thailand Selatan.     

Kajian wali dalam skripsi banyak sekali penyusun temukan, namun 

semua kajian tersebut mengkaji seputar konsep wali berdasarkan konsep 

mazhab fiqh. Selain itu kajian tentang wali dalam perundang-undangan di 

beberapa negara muslim modern, dimana dalam kajian tersebut tidak 

ditemukan yang membahas tentang konsep wali dalam Undang-undang 

Hukum Keluarga Islam di Thailand.  

 

E. Kerangka Teoretik. 

Berawal dari asumsi bahwa Thailand Selatan merupakan wilayah yang 

80 % penduduknya beragama Islam dengan tingkat pengamalan ajaran yang 

cukup tinggi, dari situlah penelusuran tentang hukum Islam dimulai. Selain 

ajaran Islam yang berlaku di sana, pemerintah yang notabene beragama 

Budha menyediakan Undang-undang Islam untuk kaum muslimin termasuk 

dalam bidang Hukum Keluarga. 
                                                 

19 Mr. Manapiyah Maoti, “Peran Dato’ Yuttitham dalam Pelaksanaan Hukum Keluarga 
dan Warisan di Peradilan Agama 4 Propinsi Thailand Selatan”, tesis tidak diterbitkan, Pasca 
Sarjana Hukum Politik Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1995. 
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Di samping itu, sebagaimana telah penyusun kemukakan di depan 

bahwa dalam kebanyakan permasalahan hukum khususnya permasalahan wali 

nikah dalam perkawinan, Undang-undang Thailand memiliki perbedaan 

materi hukum dengan kebanyakan Undang-undang Hukum Keluarga di 

beberapa negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam. 

Meskipun semua perundangan Islam materi hukumnya selalu menyerap 

dari Qur’an dan Hadis, dalam kenyataannya selalu ditemukan perbedaan dari 

penerjemahan keduanya. Apalagi ketika ditarik pada realitas yang hidup dan 

selalu berkembang dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara 

berfikir manusia, menyebabkan perbedaan hukum dan perundang-undangan 

Islam di beberapa negara Islam. Perbedaan semacam ini terjadi jauh 

sebelumnya dalam pandangan berbagai mazhab fiqh, namun semua itu hanya 

bersifat furu’.20

Secara ringkas Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa penyebab perbedaan 

diantara beberapa hukum adalah: Pertama, metode dan pendekatan yang 

digunakan dalam menggali hukum tersebut berbeda. Kedua, kondisi 

masyarakat (sosial, budaya, politik dan sebagainya) dan waktu kapan 

pembuatan hukum yang berbeda.21

Sedangkan dari sisi metode pembaharuan hukum keluarga dalam suatu 

negara dapat dikelompokkan menjadi empat, pertama, metode talfiq yakni 

                                                 
20 Muhammad Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 246-247. 
  
21 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, cet. Ke-10 (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), hlm. 

197.  
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pengabungan, kedua, metode takhayur yakni memilih atau menyeleksi, ketiga, 

siyasah syar’iyah dan keempat, menafsirkan kembali teks nash.22

Maka selain akan berbicara tentang wali secara umum demi untuk 

mendapatkan suatu gambaran yang utuh, studi ini pula akan membicarakan 

materi hukum Undang-undang Thailand Selatan yang mengenai masalah wali, 

mengupas latar belakang pembentukan undang-undang secara umum dan 

mengurai tentang materi hukum yang ada dalam undang-undang hukum 

keluarga. Disamping itu studi ini akan lebih jauh mengungkap konsep wali 

dan sejauh mana peran wali dalam memaksa pernikahan terhadap mempelai 

perempuan dan sejauhmana juga kebebasan mempelai perempuan dalam suatu 

pernikahan.     

Untuk memahami materi hukum Undang-undang Thailand tentang 

permasalah tersebut, terlebih dahulu harus diketahui dan dipahami kontek 

sosial politik di saat pengkodifikasian Undang-undang, mazhab mana yang 

lebih berpengaruh dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di Thailand 

Selatan dan juga metode pengkodifikasian Undang-undang yang menjadi 

instrumen vital dalam penyusunan materi hukum Islam Thailand.  

Kaum muslimin di empat propinsi di Thailand Selatan secara mayoritas 

adalah penganut mazhab Syafi’i dan bisa dibilang sangat sedikit mazhab lain 

yang digunakan di wilayah tersebut. Hal ini juga berpengaruh dalam 

pengkodifikasian Undang-undang Islam, hampir seluruh isi kandungan 

terbatas pada pemikiran fiqh Syafi’i, bahkan tidak terdapat sedikitpun masalah 

                                                 
22  M. Atho’ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam 

Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 3-4. 
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yang di luar dari fiqh mazhab Syafi’i. sekiranya terdapat masalah dan 

hukumnya tidak terdapat di Syafi’i, maka masalah itu ditinggal begitu saja 

dengan tidak dicantumkan dalam Undang-undang keluarga Islam Thailand.23  

Dalam hal kebebasan dan persetujuan calon wanita dalam perkawinan, 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni pertama, gadis yang 

belum dewasa. Batasan umur gadis yang belum dewasa adalah 15 tahun atau 

belum keluar darah haid, seorang bapak dapat menikahkannya terlebih dahulu 

tanpa izinnya, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan anak. 

Sebaliknya wali tidak boleh memaksa kalau merugikan atau menyusahkan 

anak.24  

Pengertian merugikan atau menyusahkan bagi perempuan tentunya 

disesuaikan dengan kultur, sosial, ekonomi dan adat setempat. Merespon hal 

tersebut, maka syarat bagi laki-laki tersebut harus memiliki pekerjaan atau 

ekonomi yang lebih mapan, moral yang lebih baik, akal sehat, tidak 

berpenyakitan yang berbahaya dan tidak musuh bagi perempuan tersebut.25

Dasar hukum hak memaksa (hak ijbar) tersebut di atas adalah tindakan 

nabi yang menikahi ‘Aisyah ketika masih umur enam tahun dan mengadakan 

hubungan suami-istri setelah berumur sembilan tahun,  yakni hadis nabi 

Muhammad saw;  

                                                 
23  Wong Sangiam, Kodmai Islam Wa Doi Krubkrua Moraduk (Bangkok: S. Wong 

Sangiam, t.t.), hlm. 163. 
  
24 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

(Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 83. 
 

25 Undang-undang  Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 ayat (1).  
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ة رضي االله عنها قالت ان النبي صلي االله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست او سبع سنين عائشعن 

  26.وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين

Kedua, gadis dewasa. Adanya hak yang berimbang antara gadis dewasa 

dengan wali dalam pernikahan tersebut. Meski demikian hak wali lebih besar 

daripada hak gadis dewasa, karena izin gadis dewasa bukanlah suatu 

keharusan tetapi hanya pilihan. Dan ketiga, janda. Perkawinan janda harus ada 

izin secara tegas dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada hadis. 

  27.الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذا صماا. عن عبد االله ابن عباس

Dikarenakan kajian ini adalah meneliti Undang-undang, yang 

menggunakan teks-teks (materi Undang-undang) sebagai pijakan utama dan 

mendasar dalam penelitiannya, sebagai tindak lanjut dari itu, maka di dalam 

penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan  pendekatan yuridis dan 

normatif, dalam mengungkap persoalan lebih lanjut. 

 

F. Metode Penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada 

beberapa tahap yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

                                                 
26 Abi> Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>il ibn Ibra>hi>m ibn Mughirah ibn Bardazabah al- 

Bukha>ri>, S{ah{ih Bukha>ri>, “Kitab al-Manaqib”, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), hadis nomor 3605. 
  
27 Imam Muslim, S}ah{i>h Muslim, "kita>b an-Nikah," Bab Isti'zain as-Sayyib fi an-Nikah bi 

an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukut", hadis nomor 1421, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), I:650. Hadis 
diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa'id dari Sufyan dari Ziyad ibn Sa'id dari 'Abd Allah bin al-Fadl 
dari Nafi' ibn Zubair dari ibn Abbas. 
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). 

Oleh karena itu metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah 

dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku dan undang-undang 

yang mempunyai relevansi dengan judul tersebut.2 8

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis,29 yaitu penyusun berusaha 

mendeskripsikan konsep wali nikah dalam Undang-undang Hukum 

Keluarga Islam Thailand Selatan, kemudian memberikan analisis terhadap 

masalah tersebut berdasarkan kerangka teori yang ada. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:  

a. Pendekatan Yuridis 

 Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada 

perundang-undangan yang berlaku.  

b. Pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari 

segi hukum Islam melalui teks Qur’an dan Hadits, Undang-undang, 

dan pendapat ahli hukum/ulama serta norma yang berlaku di dalam 

masyarakat.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                 
28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.  
 
29  Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekwensi atau penyebab suatu gejala 
adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan 
analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 
mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara 
pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai 
halnya. Lihat, Sudarto, Metode Research, hlm. 42-43.  
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Sesuai dengan jenis penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal 

mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan 

menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. 

Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. 

a. Data primer yang digunakan adalah Undang-undang Islam Thailand 

seperti, Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand Selatan30. 

b. Data sekunder adalah buku-buku lain tentang konsep wali nikah dan 

hukum Thailand seperti, Islam: Relasi Suami dan Istri (Hukum 

Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim 31 , 

Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern32.  

5. Analisis Data 

Setelah data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif 

dengan mengunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif 

a. Deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan 

umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan 

penalaran.  

                                                 
30  UU Keluarga dan Waris Islam Thailand Selatan (Bangkok: Kantor Departemen 

Kehakiman Divisi 9, 1946). 
 

31  Khoiruddin Nasution, “Islam: Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 
Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004). 
 

32 M. Atho’ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam 
Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003). 
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b. Interpretatif, artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak 

bersifat subjektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk 

mencapai kebenaran yang objektif.  

 

G. Sistematika Pembahasan. 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta 

menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensip, maka dalam 

penyusunan skripsi ini, peneliti menyusunnya dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai 

topik kajian. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua sebagai awal sub bab memaparkan hal-hal yang dapat 

membantu untuk mengetahui pengertian wali dengan disertai beberapa 

pendapat para ulama tentang wali dan dasar hukum, baik dari al-Qur’an 

maupun hadis, sub bab kedua dipaparkan syarat-syarat dan macam-macam 

wali, Kemudian sub bab ketiga memaparkan wali dalam konsep konvensional 

dan Undang-undang. 

Kemudian pada bab ketiga ini ada tiga sub bab, sub bab pertama 

tentang sejarah Thailand dan Undang-undang Islam Thailnad, Sejarah 

Kodifikasi Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand sebagai sub bab 
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kedua. Sub bab ketiga mengupas lebih dalam Materi Undang-undang Hukum 

Keluarga Islam Thailand.  

Bab keempat, penyusun berusaha melihat dan memaparkan lebih 

dalam tentang konsep wali dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam 

Thailand pada sub bab pertama dan menganalisis sejauh mana otoritas wali 

nikah dan kebebasan mempelai perempuan dalam Undang-undang Hukum 

Keluarga Thailand sebagai sub bab kedua. 

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari 

pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM WALI NIKAH 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah 

Secara bahasa, kata wali atau perwalian berasal dari kata “الولايه” yang 

berarti sebagai berikut: pertama, perlindungan (النصرة), kedua, cinta (المحبة), 

ketiga, kekuasaan/kemampuan (السلطان). Kata wali adalah bentuk mufrod dari 

kata “auliyah”, yang memiliki arti mencintai, dekat, teman, menolong, orang 

yang mengurus dan tetangga.1

Dalam khazanah Fiqh kata wali digunakan untuk mengelola harta dan 

mengayomi seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang 

belum cukup untuk bertindak hukum, disebut juga dengan istilah “wilayah” 

yang memiliki arti “penguasaan” dan “perlindungan”. Jadi arti dari perwalian 

adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk 

menguasai dan melindungi orang atau barang.2 Juga dapat berarti hak untuk 

menikahkan seorang perempuan. Hak itu dipegang oleh wali nikah.3

Adanya penguasaan dan perlindungan disebabkan oleh adanya: 

pertama, pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang 

dimiliki, kedua, adanya hubungan kerabat atau keturunan, ketiga, karena 
                                                            

1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia al-Munawwir, cet. ke-14  
(Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582. 

 
2  Kamal Mukhtar, Asaz-asaz Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), hlm. 92. 
 
3 Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Bakhtiar 

Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1337.  
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memerdekakan seorang budak dan keempat, karena pengangkatan, seperti 

perwalian seseorang atas rakyat atau perwalian pemimpin atas orang yang 

dipimpin. Oleh sebab itu secara garis besar, perwalian dapat dibagi atas; 

perwalian atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam 

pernikahan.4  

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya mendefinisikan wali sebagai 

berikut: 

ووصيهوالقريب الولي في النكاح هو الذي يتوفق عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الاب ا           

.والعاص والمعتق والسلطان والالك 5

Perwalian dalam pernikahan menurut Muhammad Jawad al-

Mugniyyah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan 

manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan 

tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.6

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq wali adalah suatu ketentuan 

hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang 

hukumnya.7 Sedangkan menurut Muhammad Hasan az-Zahabi8 dan 

                                                            
4  Mukhtar, Asaz-asaz Hukum, hlm. 93. 
 
5 Abdurrahman al-Zajiri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazaahib al-Arba'ah (Bairut: Daar al-

Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), IV: 26. 
 
6 Muhammad Jawad al-Mugniyyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Afif Muhammad 

(Jakarta: Bisri Press, 1994), hlm. 53. 
 
7 As-Sayyid as-Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), II: 111.  
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Muhammad Zaid al-Bayani9, mengartikan kata “wali” dengan pertolongan. 

Pemberian arti “ولاية” dan “نصرة” sangat beralasan, yaitu karena adanya suatu 

tindakan dalam melaksanakan perbuatan yang sebenarnya harus dilaksanakan 

oleh diri sendiri namun karena ia belum mampu melaksanakan secara hukum, 

maka perbuatan tersebut harus diserahkan kepada orang lain atas namanya 

yang memenuhi persyaratan secara hukum. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa perwalian itu secara 

garis besar terbagi dua macam. Perwalian yang bersifat umum dan perwalian 

yang bersifat khusus. Perwalian yang bersifat umum adalah perwalian yang 

menyangkut orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara, sedangkan 

perwalian secara khusus adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang 

atau hartanya.10  

Dalam hal wali nikah, tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan 

secara eksplisit tentang wali nikah. Namun ada beberapa ayat yang secara 

implisit menunjukkan adanya keharusan wali dalam pernikahan, sehingga ayat 

tersebut digunakan sebagai dasar hukum wali dalam suatu pernikahan.  

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar adanya wali 

dalam pernikahan dan sekaligus larangan mempersulit pernikahan adalah: 

                                                                                                                                                                   

r’i

8  Muhammad Hasan az-Zahabi, Asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Ta’lif, 1968), 
hlm. 109. 

 
9 Muhammad Zaid al-Bayani, al-Ah{kam as-Sya yyah (Bairut: Maktabah an-Nadwah, 

t.t.), I: 57. 
 
10 Puenoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu 

Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134. 
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.اذاتراضوا بينهم باللمععروف ازواجهن فلا تعضضلوهن ان ينكحن 11 

 Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan 

sebab turunnya ayat. Maksudnya adalah para wali termasuk di dalamnya 

orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan, 

seandainya pernikahan itu dilaksanakan tanpa minta izin kepada mereka.12

Ayat ini digunakan oleh Syafi'i sebagai dasar hukum keharusan adanya 

wali dan sekaligus larangan wali mempersulit pernikahan. Berbeda dengan 

Abu Hanifah yang menjadikan ayat ini sebagai dasar bolehnya pernikahan 

tanpa wali, karena akad dalam ayat ini didasarkan kepada perempuan (hunna). 

.فانكحوهن باذن اهلهن 13  

Ayat ini menunjukkan perlunya izin dari wali bagi mereka perempuan-

perempuan budak yang menginginkan untuk menikah. 

Sedangkan dasar yang digunakan dalam hal wali nikah berdasarkan 

hadis Nabi Muhammad,14 antara lain : 

.يم احق بنفسها من وليها  لاا  15  

                                                            
11 Al-Baqarah (2): 232.  
 
12 Muhtar, Asaz-asaz Hukum…, hlm. 93-94. 
 
13 An-Nisa' (4): 25. 
 
14 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Yogyakarta: ACAdeMIA 

dan TAZZAFA, 2004), hlm. 65. 
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  16.السلطان ولي من لا ولي له : صلي االله عليه وسلمقال رسول االله   

 فذكره لـه ان     صلي االله عليه وسلم   بكرا اتت رسول االله     عن ابن عباس رضياالله عنه ان جارية          

  17).رواه احمد وابو داود وابن ماجه. (صلي االله عليه وسلماباها زوجها وهي كرهة فخيرها النبي 

اللبكر تستاذن في نفسها واذا صماا واذا سكوا وصمتها اقرارها وكيف اذـا قـال ان                  

   18.تسكت

طاب لاتنكح المراة الا باذن وليها او ذي الـرىء          عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر ين الخ           

  19.من اهلها او السلطان

 فان نكحت فنكاحها باطل باطل باطل فان اصاا فلها مهرها بمـا             لاتنكح المراة بغير اذن وليها      

   20.اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها

                                                                                                                                                                   

t

{i

-

 
15 At-Tirmizi>, Sunan a -Tirmizi>, "kitab an-Nikah", (Bairut: Da>r al-Fikr, 1980), hadis No. 

1026. Lihat juga Muslim, S}ah{ih Muslim, "Kitab an-Nikah" , hadis No. 2545. 
 

16 Muslim, S}ah h Muslim, "Kitab an-Nikah" , hadis No. 2548. 
 
17 Lihat Al-Bukhari, S}ah{ih Bukhari, ”Kitab an-Nikah", hadis no. 4743 dan Abu> Da>wud, 

S{unan Abi> Dawud, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1797. 
 

18 At-Tirmizi>, S{unan at-Tirmizi>, kitab an-Nikah", hadis no. 1026, An-Nasa'i, S{unan an
Nasa'i, "kitab an-Nikah", hadis no. 3208-3210.   

 
19 Malik bin Anas, Al-Muwat{t{a, edisi Muh{ammad Fu'ad 'Abd al-Ba>qi> (t.t.p., t.n.p., t.t.,), 

hlm. 325, hadis no. 17. 
 
20 Ah{mad, Musnad Ah{mad, "Baqi Musnad al-Ansa>r", hadis no. 25035.  
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B. Syarat-syarat dan Macam-macam Wali Nikah 

Dalam menentukan persyaratan wali nikah, para ulama 

mengklasifikasikan menjadi dua, yakni persyaratan yang menjadi kesepakatan 

para ulama dan persyaratan yang tidak menjadi kesepakatan para ulama. Di 

antara persyaratan yang menjadi kesepakan para ulama adalah  

1. Mukallaf, yakni orang yang dibebani hukum dan dapat dipertangung- 

jawabkan perbuatannya, sebagaimana hadis nabi Muhammad: 

يبرء وعن الصبي حتى اءم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى ن العن: رفع القلم عن ثلاث 

.ييكر 21

2. Muslim, sebagaimana firman Allah  

.لايتحذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 22

Sedangkan perwalian di kalangan non muslim dilakukan dan diangkat oleh 

kalangan mereka sendiri bukan dari kalangan yang lain. Sebagaimana 

firman Allah.  

.روا بعضهم اولياء بعضوالذين كف 23 

                                                            
21 Hadis riwayat Abu Hanifah ra. Lihat Imam Jalaluddin Abd. Ar-Rahman Ibn Abi Bakr 

as-Suyuti, Al-Jami' as-Saqi>r fi> Ah{adi>sal-Busyi>r an-Nadi>r, cet. Ke-4 (Surabaya: Tokok Kutub al-
Hidayah, t.t.), II: 24. 

 
22 Ali Imran (3): 28. 
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Adapun syarat yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah : 

a. Laki-laki 

Menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak 

boleh menikahkan diri sendiri atau menikahkan orang lain.24 Meskipun 

dengan izin walinya tetap ia tidak boleh melakukan akad nikah, ijab-

qabul, demikian pula ia tidak dapat mewakilkan kepada orang lain. 

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan yang walinya 

seorang perempuan atau perempuan menikahkan dirinya sendiri adalah 

sah menurut hukum. 

b. Adil, yakni sifat yang selalu teguh pendirian dalam menjalankan 

kewajiban agama, menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar dan 

tidak terus menerus melakukan dosa kecil.25 

c. Tidak sedang ihrom haji atau umrah, disepakati para ulama kecuali 

mazhab Hanafi, ditambahkan oleh Mazhab Maliki bahwa wali tidak 

boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa ketika menikahkan 

perempuan di bawah perwaliannya.26 

                                                                                                                                                                   
23 Al-Anfal (8): 73. 
 
24 Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II: 111. 
  
25 Dahlan, Ensiklopedi, IV: 1337.  
 
26 Ibid. 
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 Adapun macam-macam wali dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yakni wali dilihat dari asal mulanya, wali dilihat dari keberadaannya dan 

wali menurut kekuasaannya. 

1. Wali menurut asal mulanya : 

a. Wali nasab, yakni wali yang berasal dari keluarga mempelai 

perempuan dan berhak menjadi wali. Kedudukannya berdasarkan 

erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai, 

seperti: 

1. Kerabat laki-laki ke atas 

2. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan anak 

laki-laki mereka 

3. Paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki mereka 

4. Sudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki kakek seayah 

dan anak laiki-laki mereka 

Secara hirarkhi, wali nasab adalah sebagai berikut : 

1. Ayah 

2. Kakek 

3. Saudara laki-laki kandung 

4. Saudara laki-laki seayah 
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5. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

7. Paman kandung 

8. Paman seayah  

b. Wali hakim, yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang 

diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa 

disebut ”al-h{all wa al-aqd” untuk menjadi hakim dan diberi 

wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. 

Dalam praktiknya, wali hakim yang diangkat oleh pemerintah di 

Indonesia adalah Pegawai Pencatat Nikah.27 

Di dalam mengunakan jasa wali hakim, dibutuhkan beberapa 

syarat: 

1. Tidak memiliki wali nasab sama sekali  

2. Wali Ghaib, dimana tempat wali sangat jauh 

3. Walinya dipenjara 

4. Walinya ‘adal28 

2. Pembagian wali dilihat dari keberadaannya 

                                                            
27 Zuhdi Mudhor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 

(Bandung, Al-Bayan, 1995), hlm. 62. 
 
28 Al-Jaziri, IV: 40.  
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Yakni wali aqrab dan ab’ad. Apabila ada wali aqrab dan memenuhi 

syarat, maka wali aqrab yang berhak untuk menikahkan seseorang di 

bawah perwaliannya. Ketika ada wali aqrab namun tidak memenuhi 

syarat maka wali ab’ad yang mengantikannya.  

3. Pembagian wali menurut Kekuasaannya 

a. Wali mujbir 

Agama mengakui keberadaan wali mujbir karena memperhatikan 

kepentingan orang yang ada di bawah perwalian. Sebab orang yang 

kehilangan kemampuan atau orang yang kurang mampu, ia tidak 

dapat memikirkan kemaslahatannya sendiri dan belum punya 

pikiran untuk mengukur kemaslahatan akad yang dihadapi. 

Syarat wali mujbir : 

1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perwaliannya 

2. Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu 

3. Nikah dilakukan dengan mahar misil 

4. Kedua mempelai tidak ada permusuhan  

b. Wali ghairu mujbir, yakni wali yang tidak memiliki daya paksa 

tetapi ia memberi “khiyar” atau pilihan dan tidak memiliki hak 

untuk mengakadnikahkan. Kalau terjadi pernikahan oleh wali 
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ghairu mujbir maka pernikahan tersebut tidak sah tanpa izin dan 

ridho dari orang yang dinikahkan.29 

C. Wali dalam Konsep Konvensional dan Undang-Undang 

1. Otoritas Wali dalam Kitab Konvensional30 

Menurut Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, suatu pernikahan 

yang dilakukan oleh wali harus ada persetujuan dari perempuan gadis atau 

janda, jika mereka menolak untuk dinikahkan, maka akad nikah tidak 

boleh dilangsungkan, meskipun oleh bapak.31 Sedangkan pernikahan yang 

dilakukan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain 

diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, 

hukumnya boleh. Otoritas yang dimiliki oleh wali hanyalah hak i’tira>d, 

yakni berhak membatalkan suatu pernikahan tanpa wali ketika tidak 

sekufu dan kalau pernikahan itu sekufu, wali tidak memilki hak i’tira>d.32  

Dalil pernikahan tanpa wali, menurut Imam Hanafi adalah Qur’an 

dan Hadis. Dari Qur’an adalah al-Baqarah (2): 240,33 al-Baqarah (2): 

230,34 al-Baqarah (2): 232,35 bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan 

                                                            
29 Ibid.  
  
30 Khoiruddin Nasution,   
  
31 Syam ad-Di>n as-Sarakhi>, al-Mabsu>t (Bairut: Da>r al-Ma’ru>fah, 1409/1989), V: 2. 
 
32 Ibid., V: 10. 
 
33 “… maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan 

mereka berbuat yang ma’ruf ….” 
 
34 “… hingga ia kawin dengan suami yang lain…” 
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kepada perempuan (hunna) yang berarti akad tersebut menjadi hak atau 

kekuasaan mereka.  

Imam Malik membedakan antara gadis dan janda dalam hal 

kebebasan dan persetujuan perempuan. Untuk janda harus terlebih dahulu 

ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah.36 Sedangkan gadis atau 

janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan 

antara bapak sebagai wali dan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali 

berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Sebaliknya, 

wali selain bapak tidak memiliki hak ijbar. Orang yang boleh memaksa 

perempuan menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan terhadap 

anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin maksudnya hamba 

kecil) dan wali terhadap anak yatim. Sedangkan wali selain bapak hanya 

boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan hadis37 dan as{ar Umar38, menurut Imam Maliki, 

seperti dijelaskan az-Zarqa>ni, persetujuan gadis dalam pernikahan 

hanyalah sunnah atau sebagai peyempurna, tanpa persetujuannya pun  

pernikahan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda 

                                                                                                                                                                   
  
35 “… maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya ….”  
 
36 Al-Imam Sahnu>n bin Sa’a>d at-Tanu>khi>, al Mudawwanah al-Kubra> (Bairut: Da>r Sa>dir, 

1323 H), III: 166.   
 
37 “ janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”  
 
38 … 57 referensi 
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hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya daripada 

wali pada pernikahan adalah hak memberi persetujuan bukan menikahkan. 

Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, janda 

tetap tidak boleh menikahkan diri sendiri. 

Menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun 

nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah 

pernikahan tidak sah.39 Bersamaan dengan kewajiban wali dalam 

pernikahan, wali juga dilarang mempersulit pernikahan perempuan yang 

ada di dalam perwaliannya sepanjang si perempuan mendapat pasangan 

yang sekufu.40

Berkaitan dengan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam 

pernikahan, Imam Syafi’i mengklasifikasikan perempuan kepada 3 

kelompok, yakni: Pertama, gadis yang belum dewasa, batasannya belum 

haid. Pada kelompok ini bapak bisa menikahkannya tanpa seizinnya 

terlebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si 

anak. Sebaliknya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan 

atau menyusakan sang anak. Dasarnya adalah hak ijbar, seperti kasus Abu 

Bakar Menikahkan ‘A’isyah dengan Nabi Muhammad.  

                                                            
 

39 Muhammad bin Idris asy-Sayfi’i, al-'Umm, edisi al-Muznii (t.t.p.: t.p., t.t.), V: 11. Di 
bagian lain asy-Syafi’i menulis, ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan, 
yaitu: 1) persetujuan dari calon istri yang sudah dewasa, 2) calon suami, 3) wali dan 4) dua orang 
saksi yang adil. 

 
40 Ibib. 
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 Kedua, gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) 

dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya 

hadis yang menyatakan “janda lebih berhak kepada dirinya”, yakni “bapak 

lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya”, meskipun 

dianjurkan musyawarah antara anak gadis dewasa dengan bapak/wali.41 

Dalam hal ini hak wali melebihi hak anak gadis dewasa, jadi izin anak 

gadis dewasa bukan lagi keharusan tetapi hanya sekadar pilihan 

(ikhtiya>r).42 Ketiga, janda, dalam pernikahan janda harus ada izin secara 

tegas dari yang bersangkutan.  

Menurut Ibn Quda>mah dari mazhab Hambali> menyatakan, wali 

harus ada dalam pernikahan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika akad 

nikah.43 Ditambahkan pula oleh Ibn Quda>mah, bahwa larangan pernikahan 

tanpa wali bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan 

perempuan kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang, 

maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan 

tersebut.44  

Bapak adalah orang yang paling berhak menjadi wali anak 

putrinya. Sebab bapak adalah orang yang paling mengenal dan mengasihi 

                                                            

l

 
41 Ibid., V: 15.  

 
42 Ibid., V: 15-16  
 
43 Muwaffaq ad-Di>n Abi> Muh{ammad ‘Abdullah bin Ah{mad bin Quda>mah, a -Mugni> wa 

as-Syarh al-Kabu>, edisi ke-1 (Bairut: Da>r al-Fikr, 1404/1984), VII: 338.  
 

44 Ibid., VII: 339.  
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anak putrinya. Sementara hadis “penguasa menjadi wali bagi perempuan 

yang tidak punya wali”, selain sebagai dasar bolehnya posisi wali nasab 

diganti wali hakim juga menjadi dalil bolehnya hak wali yang paling dekat 

diganti wali yang lebih jauh atau hakim, dengan alasan wali yang dekat 

berhalangan atau mempersulit.45  

Adapun hubungan persetujuan wali dengan hak ijbar, Ibn 

Quda>mah mengklaim, semua ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk 

menikahkan gadis yang belum dewasa, baik perempuan yang bersangkutan 

senang atau tidak senang dengan syarat sekufu. Ibn Quda>mah sendiri 

berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadis, baik yang sudah dewasa 

maupun belum menikah dengan sekufu, baik senang atau tidak senang.46

Sedangkan pernikahan janda harus dengan persetujuan yang 

bersangkutan, kalau dinikahkan tanpa persetujuan janda, maka pernikahan 

tersebut batal, meskipun kemudian dia merelakannya.47   

2. Otoritas Wali dalam Perundang-Undangan  

Dalam perundang-undangan Pernikahan Indonesia, wali nikah 

menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali pernikahan tidak sah.48 Sejalan 

                                                            
 

45 Adapun maksud mempersulit adalah kalau kedua calon mempelai sudah sekufu dan 
saling senang, wali tetap menghalang-halangi. Selain itu, masuk kelompok mempersulit adalah 
kalau wali yang lebih dekat mempunyai tempat tinggal yang jauh sehingga sulit dihubungi, atau 
kalau sudah disurati tapi tidak kunjung dibalas, sebaliknya kalau wanita mendapat pasangan tidak 
sekufu tidak termasuk mepersulit. Dan wali memiliki hak fasakh dalam kasus seperti ini.  

 
46 Ibn Quda>mah, VII: 379-380.  

 
47 Ibid., VII: 385. 
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dengan keharusan wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-

undangan Pernikahan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi 

tertentu bisa digantikan wali hakim. 

Perundang-undangan Pernikahan Indonesia pada prinsipnya tidak 

mengakui hak ijbar wali. Karena perundang-undangan Pernikahan 

Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum akad 

nikah. Sementara kalau ada pernikahan paksa para pihak berhak 

mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama.49  

Perundang-undangan Keluarga Malaysia juga mengharuskan 

adanya wali dalam pernikahan. Tanpa wali pernikahan tidak dapat 

dilaksanakan.50 Perundanga-undang ini pada prinsipnya, wali nikah adalah 

wali nasab. Namun dalam kondisi tertentu bisa digantikan wali hakim 

(disebut wali raja).51

                                                                                                                                                                   
 

48 KHI Pasal 14, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami, b) calon 
istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) ijab dan Kabul. Dipertegas lagi pada Pasal 19 “wali 
nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkan”.  
 

49 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (1) “ seorang suami atau istri dapat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 
melanggar hukum”. lihat juga KHI Pasal 71 ayat (1) “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila 
a)…, f) perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.  
 

50 Enakmen Undang-Undang Islam keluarga (Negeri Sembilan) 1983 Pasal 7 ayat (1), 
Akta Undang-Undang Islam (Wilayah persekutuhan) 1984 Pasal 7 ayat (1), Enakmen No. 4 
Selanggor 1984 Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Keluarga Islam Serawak Order 1991 Pasal 6 
ayat (1), Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985 Pasal 7 ayat (1), Undang-
Undang Keluarga Islam No. 3/1987 Pahang Pasal 7, Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984 
Pasal 6, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No. 1/1983 Pasal 9. 
 

51 UU Pinang 1985 Pasal 7 ayat (2) “Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang 
perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikuti hukum syara’, perkawinan itu 
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Secara umum Undang-Undang Keluarga Malaysia menghendaki 

adanya persetujuan dari kedua pihak calon mempelai, kecuali Terengganu. 

Disamping itu Undang-Undang Kelanta masih mengakui hak ijbar bapak 

dan kakek.52 Bersama dengan adanya keharusan persetujuan mempelai, 

orang lain juga tidak bisa memaksa atau menghalangi para calon untuk 

menikah sepanjang kedua calon telah memenuhi syarat. Adapun bagi yang 

memaksa atau menghalangi tanpa dasar syari’at, semua Undang-Undang 

Keluarga Islam Malaysia menetapkan hukuman atau denda yang sama, 

yakni denda maksimal seribu Ringgit atau penjara maksimal enam bulan 

atau kedua-duanya. 

  Dengan demikian, tidak semua Perundang-undangan Keluarga 

Islam Malaysia mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum 

akad nikah. Demikian juga, masih ada negara bagian Malaysia yang 

mengakui hak ijbar wali.  

Undang-Undang Brunei mengharuskan adanya wali dan 

persetujuan dari kedua calon mempelai dalam suatu pernikahan. Tanpa 

persetujuan mempelai, pernikahan tidak boleh dimasukkan dalam daftar 

pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Brunei. Sejalan 

dengan itu, secara prinsip wali adalah wali nasab. Tetapi kalau tidak punya 

                                                                                                                                                                   
hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali raja”. Lihat juga UU Negeri Sembilan 1983 Pasal 7 
ayat (2), UU Persekutuan 1984 Pasal 7 ayat (2), UU Selanggor 1984 Pasal 7 ayat (2), UU Serawak 
1991 Pasal 6 ayat (2). 
 

52 UU Kalanta Pasal 13 ayat (2). 
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wali nasab atau wali nasab tidak bersedia menjadi wali dengan alasan yang 

tidak dibenarkan hukum, posisi wali nasab dapat digantikan wali hakim.53

Secara umum AMLA Singapore menyebut, setiap muslim laki-laki 

dan perempuan, warga Negara atau bukan, asal dapat menunujukan syarat 

yang dikehendaki dan aturan pernikahan Singapore dapat melangsungkan 

pernikahan.  Bahkan disebutkan, wali berhak menikahkan anak yang ada 

di bawah perwaliannya.54  

Filipina juga mengharuskan adanya wali dalam pernikahan dan 

persetujuan dari kedua mempelai. Namun tidak ada penjelasan tegas ada 

atau tidak adanya hak ijbar wali bapak atau kakek. Sedangkan Libanon 

menetapkan, kalau wali tidak memberi izin tanpa alasan hukum pada 

perempuan yang sudah 17 tahun, maka boleh menikah tanpa wali nasab.55 

Dan perempuan dewasa yang menikah dengan laki-laki sekufu wali tidak 

berhak melakukan pembatalan. Wali hanya punya hak mengajukan 

pembatalan ketika perempuan di bawah perwaliannya menikah dengan 

laki-laki yang tidak sekufu, itupun kalau belum hamil. 

                                                            
53 UU Brunei (Law of Brunei), Pasal 139 “satu perkawinan seharusnya dihadiri dan tidak 

boleh didaftarkan di bawah UU ini kecuali kedua belah pihak telah setuju, baik- (a) wali pihak 
perempuan setuju terhadap perkawinan itu sesuai dengan Hukum Islam, atau (b) hakim yang 
mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan atau seorang yang diberi kuasa secara umum atau 
khusus bagi maksud tersebut oleh hakim, setelah semua pihak setuju dengan perkawinan itu oleh 
wali raja. Persetujuan tersebut hanya boleh diberi jika perempuan tidak memiliki wali nasab atau 
menolak tanpa alasan hukum”. 

 
54 The Singapore Muslims Ordinance Tahun 1957 Pasal 7 ayat (1) “sesuai dengan UU ini 

seorang wali dibolehkan menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya sesuai dengan 
hukum islam”.  

 
55 UU Libnanon Tahun 1962 Pasal 8 “kalau seorang wanita yang sudah berumur 17 

Tahun minta nikah, pengadilan akan menginformasikan kepada wali nasabnya. Kalau wali nasab 
tidak menolak atau menolak tanpa alasan hukum pengadilan dapat member izin nikah”. 
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Yordania membedakan antara perempuan yang masih gadis dan 

yang sudah janda. Untuk pernikahan gadis dibutuhkan izin wali. Namun 

hakim dapat memberikan izin nikah kalau wali nasab tidak bersedia 

menjadi wali tanpa alasan hukum dan si gadis menikah dengan laki-laki 

sekufu. Untuk wali nasab selain bapak dan kakek, izin dapat diberikan 

kalau si gadis sudah berumur 15 tahun. Sementara kalau wali nasab adalah 

bapak atau kakek, izin dapat diberikan kalua si gadis sudah berumur 18 

tahun.56 Untuk janda yang berumur lebih dari 18 tahun tidak dibutuhkan 

izin wali. 

Syria membedakan pernikahan  yang walinya bapak atau kakek 

dengan yang bukan. Untuk wali selain bapak atu kakek, persetujuan dari 

calon mempelai dibutuhkan. Disisi yang lain, jika perempuan dewasa 

menikahkan diri sendiri, tanpa persetujuan wali dan laki-laki sekufu, maka 

pernikahan tersebut sah. Sebaliknya, pernikahan yang tanpa wali dan tidak 

dengan laki-laki sekufu, wali dapat menuntut pembatalan pernikahan,57 

                                                            
 

56 UU Yordania No. 61 Tahun 1976 Pasal 6b, “jika wali adalah bapak atau kakek, izin 
nikah dapat diberikan kalau si gadis berumur 18 Tahun, dan penolakan wali tanpa alasan hukum”, 
El Alami dan Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, hlm. 80; Mahmud, Personal Law, 
hlm.78-79.   

 
57 UU Syiria No. 34 Tahun 1975 Pasal 27 “pernikahan seorang gadis dewasa dengan laki-

-laki sekufu (dalam kehidupan sosial), tanpa persetujuan wali adalah sah. Kecuali nikah pada laki-
laki yang tidak sekufu, wali berhak menuntut pembatalan”.  El Alami dan Hinchcliffe, Islamic 
Marriage and Divorce Laws, hlm. 219. 
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kecuali perempuan tersebut sudah hamil, hak pembatalan wali menjadi 

hilang.58

Tunisia dengan tegas menyatakan harus adanya persetujuan dari 

kedua calon mempelai dan tidak mengharuskan adanya wali.59 Sedangkan 

Maroko diharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai. Secara prinsip 

melarang nikah paksa, namun masih mengakui hak ijbar,  dengan alasan 

kalau ada kekhawatiran bahwa dengan pernikahan tersebut si anak akan 

sengsara.60

Irak mengharuskan adanya persetujuan calon mempelai dan 

menghukum pihak yang memaksa orang lain untuk menikah.61 Sedangkan 

Undang-Undang Somalia ditetapkan, perempuan yang sudah berumur 18 

tahun ke atas boleh menikah tanpa izin wali, sebaliknya perempuan yang 

berumur 16 tahun ke atas tapi belum 18 tahun, baru boleh menikah kalau 

ada izin wali. Hanya saja posisi wali nasab dapat diganti dengan wali 

                                                            
58  UU Syiria No. 34 Tahun 1975 Pasal 30 “hak membatalkan perkawinan karena alasan 

tidak sekufu (dalam status sosial) menjadi hilang kalau wanita sudah hamil”. El Alami dan 
Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, hlm. 220. 
 

59 UU Tunisia Pasal 3 “perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua 
mempelai dan disaksikan dua orang saksi dan sejumlah mahar untuk calon istri”. El Alami dan 
Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, hlm. 239.  
 

60 UU Maroko Pasal 12 ayat (1), “perwalian adalah menjadi hak mempelai wanita, dan 
wali seharusnya tidak menikahkan wanita di bawah perwaliannya, kecuali si wanita memberi 
kuasa kepadanya, kecuali dalam kasus ijbar”,  
 

61 UU Irak No. 188 Tahun 1959, dan sudah diperbarui beberapa kali, Pasal 9 ayat (1), 
“tidak ada keluarga atau pihak ketiga yang boleh memaksa sesorang, laki-laki maupun perempuan, 
menikahkan tanpa izin yang bersangkutan…” 
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hakim, kalau wali nasab menolak padahal si perempuan sudah berumur 16 

tahun ke atas tetapi belum 18 tahun.62

Aljazair mengharuskan adanya wali dalam pernikahan,63 dan 

seorang wali tidak boleh menolak menjadi wali tanpa alasan hukum.64 

mengharuskan persetujuan dari wali dan tidak mengenal hak ijbar.65

Libya tidak dengan tegas menyebutkan tentang harus adanya wali 

dalam pernikahan. Namun dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan, 

Libya mensyaratkan wali dalam pernikahan. Mengharuskan adanya 

persetujuan calon mempelai,66 dan dilarang keras memaksa orang lain, 

laki-laki atau perempuan menikah dengan yang tidak disenangi. 

Undang-Undang Cyprus menetapkan, pada prinsipnya dalam 

pernikahan tidak diharuskan adanya wali. Hanya saja untuk pernikahan 

                                                            
62 UU Somalia Tahun 1975 Pasal 16, “seorang wanita dapat menikah dengan bebas kalau 

sudah berumur 18 Tahun. Sedangkan wanita yang berumur 16 ke atas tapi belum 18 Tahun, boleh 
nikah dengan izin wali”. Pasal 17 “jika wali nasab menolak memberi izin untuk suatu perkawinan 
padahal si anak sudah berumur 16 ke atas tapi belum 18 Tahun, hakim atau pegawai yang berhak 
dengan kekuasan dari Menteri Kehakiman dan Agama boleh menjadi wali dan bertindak sesuai 
dengan keinginan si wanita tersebut”. Mahmood, personal law, hlm. 258. 

 
63 UU Aljazair No. 84-II Tahun 1984 Pasal 11. 
  
64 UU Aljazair Pasal 12. 
 
65 UU Aljazair Pasal 13, “wali, baik bapak atau lainnya, dilarang memaksa seorang yang 

ada di bawah perwaliannya menikah, sama dengan larangan menikahkan seorang tanpa 
persetujuan”, El Alami dan Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, hlm. 41. 
 

66 UU Libya No. 10 Tahun 1984 Pasal 9 “untuk absahnya suatu perkawinan harus ada 
persetujuan antara wali dan calon mempelai. Jika wali menghalangi keinginan wanita menikah 
dengan laki-laki, si wanita dapat membawa perkaranya ke Peradilan, dan Pengadilan akan 
memberikan izin kalau menang keinginan wanita tersebut mempunyai dasar”, El Alami dan 
Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, hlm. 183. 
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perempuan berumur di atas 16 tahun dan belum 18 tahun harus mendapat 

izin wali.67 Dan harus ada persetujuan mempelai.  

Di Sudan, harus ada wali68 dan persetujuan perempuan dalam 

pernikahan. Sedangkan di Yaman, berdasarkan Undang-Undang Republik 

Yemen No. 20 Tahun 1992 menetapkan, dalam pernikahan harus ada 

persetujuan dari calon mempelai perempuan.69

Dari ulasan di atas dapat dibuat tipologi sebagai berikut:  

(1) Wali tidak lagi menjadi syarat atau rukun akad nikah, yakni Tunisia 

(2) Perlu izin wali tetapi tidak menjadi rukun atau syarat, seperti Cyprus 

(3) Membedakan antara gadis dan janda, untuk Yordania dan gadis yang 

belum dewasa dengan gadis dewasa, untuk Syria dan Somalia, di mana 

untuk janda atau dewasa tidak perlu izin wali 

(4) Meskipun wali harus ada, namun begitu longgar untuk diganti wali 

hakim kalau sudah dewasa, seperti Libanon dan Druze Libanon 

(5) Wali menjadi rukun nikah, Brunei, Filipina, Maroko, Aljazair, Libya, 

Sudan dan Yaman 

                                                            
67 UU Cyprus Tahun 1951 Pasal 6 ayat (1), “seorang laki-laki mestinya tidak menikah 

sebelum berumur 18 Tahun dan wanita sebelum berumur 16 Tahun: ditetapkan wanita yang 
berumur lebih dari 16 Tahun tetapi belum 18 Tahun boleh nikah dengan izin bapak atau ibu kalau 
bapak sudah wafat atau wali lain”. Mahmood, Family Law Reform, hlm. 27.  
 

68 Mansyur 54 Tahun 1960 Pasal 2. 
  
69 UU Republik Yaman No. 20 Tahun 1992 Pasal 23. 
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(6) Harus ada persetujuan mempelai, yaitu Brunei, Filipina Druze 

Lebanon, Maroko, Aljazair, Libya Ciprus dan Sudan 

(7) Masih mengakui Hak ijbar wali, yakni Maroko 

(8) Dihukum orang yang memaksa akad nikah, seperti Irak 

 



BAB III 

UNDANG-UNDANG ISLAM THAILAND 

 

A. Sejarah Thailand dan Undang-undang Islam Thailand  

1. Sejarah Thailand 

  Empat Propinsi Thailand selatan memiliki sejarah yang gemilang 

dan secara politik masyarakatnya merasa nyaman dan tentram, meskipun 

pernah terjadi perubahan struktur politik. Periode tersebut merupakan 

periode kemerdekaan bagi masyarakat Thailand selatan. Namun hal 

tersebut tidak bertahan lama, masyarakat empat propinsi Thailand selatan 

kemudian terjajah mulai saat itu sampai sekarang ini. Periode ini disebut 

sebagai periode penjajahan empat propinsi Thailand selatan.  

  Data sejarah menunjukkan bahwa daerah empat propinsi Thailand 

selatan telah diperintah oleh beberapa kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan 

tersebut mulai dari kerajaan Langka-Suka, kerajaan Sriwijaya yang pusat 

pemerintahannya di pulau Sumatra, kerajaan Majapahit yang pusat 

pemerintahannya di Jawa dan kerajaan Islam Patani. Karena perubahan 

sistem dari kerajaan Patani inilah daerah empat propinsi Thailand selatan 

pada akhirnya di bawah kekuasaan penjajah. 

  Pertama, masa kerajaan Langka-Suka. Kerajaan ini berdiri pada 

tahun 80 – 100 M. kerajaan ini mayoritas penduduknya beragama Hindu 

42 
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serta Brahma.1 Kerajaan ini terletak di kawasan antara propinsi Songkla 

(Thailand) dan Kelantan (Malaysia) dan di kawasan propinsi Patani 

dijadikan sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan.2 Dengan 

pusat pemerintahan di kawasan Patani tersebut kerajaan Langka-Suka 

(Kingdom of Langka-Suka) 3 , menggalami kemajuan pesat yang pada 

akhirnya menempatkan kerajaan ini sebagai kerajaan yang pertama 

mencapai kemajuan di Semenanjung Tanah Melayu. Meskipun demikian, 

menjelang abad XIV, yakni setelah kerajaan berangsur melemah, pada 

akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Sriwijaya dan setelah itu jatuh ke tangan 

kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit Tanah Melayu terbagi menjadi 

dua, yakni diperintah orang-orang Siam4 yang terletak di bagian utara, 

termasuk juga di dalamnya empat propinsi Thailand selatan dan diperintah 

oleh Majapahit di bagian selatan.  

  Kedua, masa kerajaan Islam Patani. Negeri Patani digagas oleh 

Phya Tu Nakpha seorang penguasa yang memerintah di kota Mahligai. 

Karena Mahligai bukan daerah yang dekat dengan pantai, maka sang raja 

membuat sebuah perkampungan yang dekat dengan pantai dan 

                                                 
1 Lomen dan Arifin Bincit, Langka-Suka Patani Darussalam (Yala: Pusat Kebudayaan 

Sempadan Selatan, 1998), hlm. 9. 
 
2 Ayah Bangnara, Patani Dahulu dan Sekarang (Patani: Putra Batu Putih, 1977), hlm. 1.  
 
3 Seni Madakakurn, “Pra’watsat Patani Boran Rach-Anacat Langka-Suka Yu Tinai? 

“dalam Chalaiyundechat P., Muslim Nai Pra’tease Thai (Bangkok: ttp., 1996), hlm. 166.   
 
4 Siam adalah nama asal negara Thailand (Negeri Siam). Nama ini diganti menjadi 

Thailand pada tahun 1948.  
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mengangkat seorang ketua kampung yang bernama Pakhtani. 5  

Perkampungan ini kemudian berkembang pesat dan terkenal di wilayah 

Timur dan Barat dengan kampung Patani, karena berdampingan dengan 

kampung Pakhtani. 

  Dari sinilah kemudian sejarah masuknya Islam ke Patani mulai 

kelihatan. Ada yang berpendapat sekitar abad X, abad XI, setelah 

kejatuhan Malaka (menjelang akhir abab XV) dan Islam sudah berdiri 

kokoh di Patani awal abad XVI.6  Dalam sejarah Kalantan (Malaysia) 

masuknya Islam pada tahun 1150 M ketika ada orang yang menyeberang 

di Patani.7 Disamping itu ada yang mengatakan pengislaman Kalantan 

justru datang dari orang Patani, yakni pada akhir abab II H./VII M.8

  Sejarah masuknya Islam di Patani tidak bisa dipisahkan dari 

adanya pelabuhan yang begitu besar di Patani. Dengan demikian sangat 

memungkinkan bagi siapapun yang singgah di Patani. Setelah itu Patani 

menyebarkan ajaran Islam besar-besaran ketika keluarga kerajaan sudah 

memeluk agama Islam sekitar tahun 1457 dari seorang tabib yang bernama 

Syaikh Said dari Pasai Sumatera yang menyembuhkan penyakit raja dan 

kemudian diangkat menjadi guru agama Islam di Istana dengan gelar 

                                                 
5 Ahmad Fathy, Pengantar Sejarah Patani (Aror Setar: Pustaka Darul Aman, 1994), hlm. 

9.  
6 Ayah Bangnara, Patani Dahulu, hlm. 6. 
 
7 Ibid. 
  
8 Muhammad Shagir Abdullah, Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia 

Tenggara (Solo: Ramadhani, 1985), hlm. 9. 
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Dato’ Sri Raja Fiqih.9 Kondisi Patani yang begitu pesat perkembangannya 

dan semakin luas daerah kekuasanya menjadikan Patani dikenal dengan 

sebutan Patani Darussalam.10

  Pada saat Patani diperintah oleh kerajaan Thailand sekitar akhir 

abad XVII, negeri Patani mengalami masa surut, dimana terjadi 

ketidakstabilan politik negeri itu. Hal tersebut ditandai dengan pecahnya 

wilayah-wilayah di bawah pemerintahannya. Pada kondisi inilah orang 

Siam berhasil menyerang Patani, yang telah berkali-kali diserang namun 

menuai kegagalan. 

  Puncaknya pada tahun 1785 orang Siam sepenuhnya menguasai 

Patani. Dengan demikian, Patani diintegrasikan ke dalam sistem politik 

Thailand dengan proses yang begitu panjang. Bagaimana tidak, pertama, 

pada tahun 1816, kekacauan timbul dimana-mana ketika terjadi 

pemberontakan diantara orang-orang Patani dan orang-orang Siam. Pada 

masa ini diberlakukan sistem pemerintahan Devide and Rule. Pada 

akhirnya, negeri Patani terpecah menjadi negeri kecil, yakni Patani, 

Nongcit, Jamu, Jalor, Teluban, Legeh dan Raman, yang dipimpin masing-

masing raja. 

  Kedua, sekitar tahun 1902, pada masa raja Chulalungkorn Rama V, 

dirubahlah sistem Devide and Rule kepada sistem Boriwen Cit Hua 

Muang dengan mengubah tujuh negeri kecil di bawah seorang Gubernur 

Jendral (Khaluang Boriwen) dan institusi raja dihapus. Pada masa ini 
                                                 

9 Ayah Bangnara, Patani Dahulu, hlm. 8. 
 
10 Lomen dan Arifin Bincit, Langka-Suka, hlm. 47.  
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Patani sepenuhnya jatuh di bawah pemerintahan negara Thailand dan hak 

kebebasan, hak berdaulat dan hak politik mereka terhapus total.11 Pada 

masa pemerintahan ini Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

sudah berlaku. 

  Ketiga, tahun 1906, sistem Boriwen Cit Hua Muang diganti 

dengan sistem Montun Patani. Tujuh negeri kecil dijadikan satu negeri, 

yakni Montun Patani. Kemudian dibagi ke dalam empat negeri, yakni 

Patani, Naratiwat, Yala dan Saiburi yang masing-masing dikepalai seorang 

gubernur. Selang beberapa tahun, Saiburi diintegrasikan ke dalam negeri 

Patani dan Setun masuk ke dalam Montun Kedah. Dan Keempat, tahun 

1916, istilah negeri diganti dengan Jangwad yang berarti wilayah atau 

propinsi. 

  Setelah terjadi pemberontakan rakyat pada tahun 1932 yang 

dipimpin Khana Rasdr yang bertujuan untuk merubah sistem Monarkhi 

Absolut kepada Kedaulatan Rakyat. Peristiwa ini mengantarkan pada 

pemerintahan konstitusional yakni kedaulatan rakyat yang sudah lama 

terampas, dimana rakyat tidak dikasih ruang dalam administrasi negara, 

meskipun secara simbolik pada mulanya ada.12

  Perubahan ini membawa angin segar bagi Patani, di dalam sistem 

ini mereka memperoleh konsesi dari pusat untuk mempertahankan 

otonomi, baik dalam hal keagamaan, kebudayaan maupun kebangsaan. 

                                                 
11 Ibrahim Syukree, Kerajaan Melayu Patani (Kelantan: Majlis Agama Islam Kalantan, 

tt.), hlm. 130. 
  
12 Surin Pitsuwan, Muslim di Muangthai (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 57.  
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Harapan baru itu akhirnya membuahkan kekecewaan bagi orang Melayu 

Patani karena hak-hak mereka tidak terpenuhi. 

  Situasi Patani semakin memburuk ketika dipimpin oleh seorang 

nasionalis bernama Phibul Songgram sekitar tahun 1939. pemerintahan ini 

mengusung konsep Thai Rathaniyum, yang hanya membolehkan 

kebudayaan Thai saja yang dibenarkan berkembang di Thailand dan 

minoritas harus tunduk pada norma-norma Thai. Disamping itu orang 

Islam dilarang memakai pakaian muslim, mengunakan nama Arab, bahasa 

dan tulisan Jawi serta hukum Islam pada masa raja Chulalungkorn Rama 

V dihapuskan.  

  Pasca jatuhnya raja Phibul Songgram tahun 1944, kemudian 

diganti raja yang begitu ramah. Untuk mengambil hati penduduk muslim 

Melayu di empat propinsi Thailand selatan, maka semua kebijakan raja 

Phibul Songgram dihapuskan. Setalah itu pemerintah menyusun 

Sasanupatham Fai Islam (Undang-undang Mengayomi Islam) pada tahun 

1945 berlaku secara umum dan Undang-undang hukum Keluarga Islam 

dan juga Hukum Waris diberlakukan kembali hanya di Thailand selatan. 

2. Undang-undang Islam Thailand 

  Angin segar dan masa depan yang cerah bagi penduduk muslim 

Melayu Thailand bukan suatu angan lagi setelah jatuhnya raja Phibul 

Songgram tahun 1944. Bagaimana tidak, sekian kebijakan yang pro 

muslim Melayu dibuat untuk mengambil hati penduduk muslim Melayu 
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Thailand yang bertahun-tahun dilukai. Semua itu tidak terlepas berkat 

perjuangan dan usaha keras para ulama Melayu terdahulu. 

  Semenjak pemerintahan ini berkuasa ada tiga Undang-undang 

Islam yang dibuat untuk kepentingan hukum masyarakat Islam Thailand. 

Undang-undang tersebut ada yang berlaku untuk masyarakat muslim 

Thailand secara umum yang tidak terbatasi oleh wilayah tertentu. Ada 

pula yang dibuat khusus untuk masyarakat muslim Thailand yang berada 

di empat propinsi Thailand selatan.  

  Pertama, Patronage of Islamic Act (Undang-undang Mengayomi 

Islam) yang dibuat pada tahun 1945 dan berlaku hanya untuk orang Islam 

di Thailand secara keseluruhan. Kedua, Undang-undang pelaksanaan 

Hukum Keluarga Islam dan Hukum waris, Undang-undang ini dibuat pada 

tahun 1946 dan hanya khusus diberlakukan di empat propinsi Thailand 

selatan; Patani, Yala, Naratiwat dan Setun. Ketiga, Undang-undang 

tentang urusan Masjid yang dibuat pada tahun 1947 dan berlaku untuk 

orang Islam di Thailand secara keseluruhan.13

  Dengan demikian, orang Islam Thailand di luar propinsi Patani, 

Yala, Naratiwat dan Setun berlaku hukum perdata umum dalam masalah 

keluarga dan warisan. Dan sebaliknya, orang di Patani, Yala, Naratiwat 

dan Setun tidak berlaku hukum perdata umum dalam masalah keluarga 

dan warisan. Sedangkan Undang-undang Mengayomi Islam dan Urusan 

                                                 
13 Komite Islam Nasional, Pra’ Theasethai Kab Lok Muslim (Bangkok: Komite Islam 

Nasional, tt.), hlm. 285.  
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Masjid berlaku bagi masyarakat Islam Thailand di propinsi manapun di 

negara Thailand. 

  Dalam rangka menunjang pelaksanaan hukum materiil Undang-

undang Islam, maka dibentuklah lembaga-lembaga keagamaan yang 

menjalankan hukum materiil Islam Thailand. Lembaga-lembaga tersebut 

adalah pertama, Lembaga Komite Islam, dan kedua, Lembaga Peradilan 

Agama. Lembaga Komite Islam dibagi ke dalam tiga bagian, yakni 

Lembaga Komite Islam Nasional, Lembaga Komite Islam Propinsi dan 

Lembaga Komite Islam Masjid. 

  Keberadaan kedua lembaga tersebut (Lembaga komite Islam dan 

Peradilan Agama) adalah program pemerintah sebagai upaya 

pengintegrasian kaum muslim terutama ulama dalam percaturan sistem 

politik pemerintahan, dimana mereka sekarang bertindak sebagai 

penghubung antara kaum muslim dan pemerintah dan sebagai 

pembendung kekecewaan umat Islam atas program asimilasi paksaan yang 

dilakukan perdana mentri Phibul Songgram tahun 1938 – 1944. 

  Berdasarkan amanat Undang-undang Mengayomi Islam pasal V14, 

maka Lembaga Komite Islam Nasional diresmikan oleh Pemerintah 

Thailand pada tahun 1945. Pusat Komite Islam Nasional berada di 

Bangkok  dan diketuai oleh Chularajmontri15. Tugas utama Lembaga ini 

                                                 
14 Yang berbunyi, ”Komite Islam Nasional berfungsi sebagai penasehat kepada 

kementrian dalam negeri dan kementrian pendidikan dalam urusan agama Islam”.  
 
15 Chularajmontri adalah istilah yang berasal dari bahasa Thai yang berarti pemimpin 

tertinggi bagi sang raja dalam urusan agama Islam, berarti juga pimpinan yang tertinggi dalam 
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adalah sebagai penghubung antara kaum muslimin dengan pemerintah dan 

sebagai penasehat kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan 

Thailand dalam urusan agama. 16  Terbentuknya komite yang 

beranggotakan 25 orang di Lembaga Komite Islam Nasional, belum 

pernah ada yang menjadi anggotanya lebih dari dua orang ulama dari 

empat propinsi Thailand selatan.17

  Sedangkan pada tahun 1945 berdasarkan Pasal VII 18  Undang-

undang Mengayomi Islam mengamanatkan terbentuknya Lembaga Komite 

Islam Propinsi. Lembaga ini bertugas sebagai pemberi nasehat kepada 

komite propinsi yakni gubernur dalam masalah-masalah yang berkaitan 

dengan urusan  agama Islam. Pada tahun ini juga dibentuklah komite-

komite diseluruh propinsi negeri Thai yang penduduknya sebagian besar 

Islam. Untuk sekarang diseluruh negara Thailand sudah terbentuk dua 

puluh delapan komite propinsi.19  

  Dalam sejarahnya, lembaga ini sebagai satu badan urusan agama 

Islam Swasta yang berdiri pada tahun 1943 dipimpin oleh ulama besar H. 

                                                                                                                                      
bagi umat Islam di negeri Thailand. Ia dilantik oleh raja Thai. Sebelumnya ia berfungsi sebagai 
penasehat bagi raja dalam urusan agama Islam negeri Thai. 

 
16 Prayunsak Chalaiyundhecha, Muslim Nai pra’ Theasethai (Bangkok: Pustaka Sultan 

Sulaiman, 1998), hlm. 285. 
 

17 Surin Pitsuwan, Muslim, hlm. 162. 

18 Yang berbunyi, ”propinsi-propinsi dimana sebagian besar penduduknya beragama 
Islam, hendaklah menteri dalam negeri membentuk Komite Islam setempat yang bertugas sebagai 
pemberi nasehat komite propinsi (gubernur) mengenai soal-soal yang berkaitan dengan agama 
Islam, Semua anggota komite Islam harus beragama Islam yang jumlahnya minimal lima orang, 
terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya. Yang berwenang melantik dan mencabut anggota-
anggota lembaga komite Islam Propinsi adalah menteri dalam negeri Thai.  
 

19 Prayunsak Chalaiyundhecha, Muslim Nai, hlm. 294. 
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Muhammad Sulong bin H. Abdul Kadir. Lembaga ini muncul karena 

respon atas kebijakan Perdana Menteri Phibul Songgram yang mengancam 

orang muslim dengan sangat kejam dan membatalkan Peradilan Agama di 

daerah itu.20 Akibat dari kebijakan itu, di Thailand selatan tidak ada yang 

bertanggung jawab dalam masalah umat Islam. Dengan demikian, 

kesadara para ulama bangkit dan merasa bertangung jawab atas masalah 

umat Islam. Kesepakat tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Lembaga 

Komite Islam dalam mengurus kaum muslimin.21 Dua tahun kemudian apa 

yang sudah dipelopori para ulama diakomodir dalam Undang-undang 

Mengayomi Islam pasal VII.  

  Kemudian, Lembaga Komite Masjid. Anggota Komite Masjid 

berjumlah lima belas orang yang terdiri dari Imam, Khatib, Bilal dan 

anggota. Pengangkatan anggota Komite Masjid harus berdasarkan 

persetujuan Lembaga Komite Islam Propinsi. Masa jabatannya hanya 

empat tahun kecuali Imam, Khatib dan Bilal yang menjabat seumur hidup 

selama tidak melangar peraturan Komite Islam Nasional.22 Berdasarkan 

Undang-undang Pentadbiran Masjid tahun 1947 tentang Peraturan 

Pelantikan Imam, Khatib, Bilal dan anggota Komite Masjid, Lembaga ini 

berfungsi sebagai pengurus dalam urusan Masjid, menjaga harta kekayaan 

                                                 
20 Ahmad Fathy, Pengantar Sejarah, hlm. 86. 

21 Majelis Agama Islam Patani, Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam (Patani: 
Majelis Agama Islam Patani, tt.), hlm. 1 

 
22 Kementrian Dalam Negeri, Kanr Sammana Khana’ Kammakanr Islam Pra’cam 

Jangwad Tuarrac-anacat (Bangkok: Departemen Pentadbiran, 1998), hlm. 11. 
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Masjid dan memberi nasehat kepada ma’mum  bagi Masjid yang 

berkaitan.23  

  Selanjutnya, Lembaga Peradilan Agama. Lembaga ini diresmikan 

kembali oleh Pemerintah Thailand pada tahun 1946 setelah dicabut 

Perdana Menteri Phibul Songgram pada tahun 1944. Hukum Islam yang 

berlaku hanya hukum Islam tentang keluarga dan waris saja. Lembaga ini 

hanya ada di empat propinsi Thailand selatan yang tidak bersifat mandiri 

dan terpisah dari Peradilan Sipil Thailand. Seperti dalam hal keputusan 

harus melalui persetujuan dari Hakim Peradilan Sipil. Hakim Peradilan 

Agama (Dato’ Yuttitham) hanya berada disamping hakim sipil di waktu 

sidang dan ia dikontrol langsung olehnya.24

   

B. Sejarah Kodifikasi Undang-undang Hukum Keluarga Islam 

Kurang lebih sekitar 96 tahun yang lalu, tepatnya pada masa raja 

Chulalungkorn Rama V, pada tahun 1902 M. hukum Islam yang berkaitan 

dengan permasalahan keluarga dan warisan sudah ada dan berlaku. Karena 

hukum ini merupakan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, maka 

dibentuklah sebuah Peradilan Agama yang melaksanakan hukum tersebut, 

                                                 
23 Sawanee Jitmoud, Chauthai Muslim Nai Pra’theasethai (Bangkok: Konthun 

Sangaciriya Amporn, 1978), hlm. 222. 
  
24 Sudirman Tebba, “Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara; 

Sebuah Pengantar”, dalam Sudirman Tebba (ed.), hlm. 19.   
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yaitu Dato’ Yuttitham. Dan hukum Islam ini hanya berlaku di Boriwen Cit 

Hua Muang.25

Namun pada masa itu belum terjadi pengkodifikasian hukum, sehingga 

sumber rujukan para Dato’ Yuttitham dalam menyelesaikan masalah adalah 

kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. 

Kondisi ini sama persis denga kondisi Peradilan Islam di Indonesia sebelum 

tahun 1953, dimana sumber rujukan diambilkan dari berbagai kitab fiqh.26 

Banyaknya rujukan kitab fiqh yang digunakan Dato’ Yuttitham dalam 

menyelesaikan suatu perkara tidak jarang menimbulkan kebingungan di 

tengah masyarakat. Misalnya, dalam menyelesaikan perkara keluarga seorang 

Dato’ Yuttitham mengutip satu kitab fiqh sedangkan Dato’ Yuttitham yang 

lain dalam kasus yang sama mengutip kitab fiqh yang berbeda. 

Hal ini kemudian mendorong Menteri Kehakiman mengeluarkan 

keputusan dan perintah kepada hakim Tahi di selatan untuk melantik Panitia 

Pembuat Kodifikasi Hukum Islam dan menerjemahkannya ke dalam bahasa 

Thai. Panitia pengkodifikasian tersebut dipimpin seorang ketua hakim daerah 

selatan yang beragama Budha, yang beranggotakan Dato’ Yuttitham di empat 

propinsi Thailand selatan dan beberapa ketua Mahkamah di tingkat propinsi 

Thai dan para pakar hukum. 

Usaha pengkodifikasian hukum Islam merupakan usaha penyusunan 

kompilasi hukum Islam Thailand dalam rangka mencari pola fiqh yang khas 

                                                 
25 Narong Siripachana, Kwam Penma Khon Kodmi Islam Le’ Dato’ Yuttitham (Bangkok: 

PT. Popit Press, 1975), hlm. 2.  
 
26 Muhammad Atho’ Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: INIS, 

1993), hlm. 44. 
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di Peradilan Agama di empat propinsi Thailand selatan. Proyek kodifikasi 

hukum Islam tentang hukum keluarga di empat propinsi Thailand selatan 

sesungguhnya dimulai sekitar tahun 1929 oleh hakim-hakim daerah selatan di 

bawah pengarahan seorang hakim Thai yang beragama Budha, Praya 

Sucharittampisarn. Proyek kodifikasi ini dilakukan selama 12 tahun, yakni 

selesai pada tahun 1941. Empat tahun kemudian, yakni tanggal 19 November 

tahun 1946, Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga resmi 

diumumkan dan diberlakukan hanya khusus di propinsi Patani, Naratiwat, 

Yala dan Setun. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengkodifikasian 

hukum ini adalah tahap pertama, Penyusunan dan penterjemahan. Pada tahun 

1930, dimana ketua Mahkamah propinsi Patani menyerahkan tugas itu pada 

Dato’ Yuttitham propinsi Patani untuk menyusun dan Tuan Chit Deang-

Udoom menterjemahkannya ke dalam bahasa Thai, untuk selanjutnya 

diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Kedua proses ini memakan waktu 

selama dua tahun, dari tahun 1929 sampai 1931. 

Penyusunan kompilasi hukum Islam tentang hukum keluarga disarikan 

dari beberapa kitab fiqh klasik mazhab Syafi’i sebagai rujukan, baik yang 

berbahasa Arab maupun yang berbahasa Melayu (Jawi atau Arab Pegon). 

Kitab fiqh yang menjadi rujukan tersebut berjumlah 13 kitab fiqh, 6 kitab 

diataranya berbahasa Arab dan 7 kitab yang lainnya berbahasa Melayu. 

Di bawah ini 6 kitab fiqh dari bahasa Arab:  

1. Gayatul al-Maqs}ud  
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2. Fath} al-Mu’i>n  

3. As-Sarh} al-Raji'ah  

4. Mugni al-Muh}taj  

5. Al-Bajuri ‘ala> as-Syamsuri  

6. H{all al-Musykilat  

 Adapun 7 kitab yang berbahasa Melayu:  

1. Mir’at at-Tullab  

2. Kasyf al-Lisan  

3. Furu’ al-Masa’il  

4. Muta’allum  

5. Iz}ah al-Bab  

6. Matla’in Badriah  

7. Fatawa al-Qud}a fi Ah}ka>m an-Nikah}.27 

Tahap kedua, tahap koreksi dan revisi. Tahap ini adalah mengkoreksi 

dan merevisi hasil undang-undang yang telah disusun dan diterjemahkan. 

Tugas ini oleh Kementerian Kehakiman diserahkan kepada Pra Sriburirat 

untuk mengkoreksinya, setelah itu dikirim kepada Dato’ Yuttitham propinsi 

Setun untuk mengkoreksi dan merevisinya. Setelah selesai dalam mengoreksi 

dan merevisi, maka disusunlah Kompilasi Hukum Keluarga Islam yang 

berdasarkan pada sistematika sebuah peraturan perundang-undangan. 

Koreksi dan revisi di propinsi Setun ini memakan waktu yang cukup 

lama, mulai dari tahun 1931 sampai tahun 1937. Ada dua faktor penyebab 

                                                 
27 Narong Siripachana, Kwam Penma, hlm. 29.  
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lambatnya pengoreksian dan revisi Undang-undang. Pertama, Kompilasi 

Hukum Islam yang disusun oleh Dato’ Yuttitham propinsi Patani disarikan 

dari beberapa kitab fiqh. Ada yang membahas masalah dengan panjang lebar, 

ada pula yang membahasnya dengan ringkas dan tidak jarang pula yang 

berselisih pendapat di kalangan ulama. Kedua, petikan atau kutipan materi 

hukum dalam kompilasi tersebut oleh Dato’ Yuttitham tidak disertakan 

sumber yang dikutipnya. 

Tahap ketiga, seminar mengenai materi hukum Islam di Peradilan 

Agama yang telah selesai dikodifikasikan. Kegiatan ini dilaksanakan setelah 

kepala hakim daerah selatan menerima perintah untuk menyelenggarakan 

seminar tentang hukum keluarga dan waris dari Dato’ Yuttitham. 

Seminar tersebut dilaksanakan dalam tiga kali putaran. Putaran 

pertama, pembahasan tentang hukum Islam mengenai keluarga yang 

dilaksanakan pada tanggal 4 – 14 April 1938, di Mahkamah Patani. Kedua, 

pembahasan tentang Kompilasi Hukum Islam buku I (soal keluarga) yang 

dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1939 sampai 27 Maret 1939 di Songkla. 

Ketiga, membahas Kompilasi Hukum Islam buku II (tentang warisan) serta 

perbaikan kompilasi buku I, dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1940 

sampai 13 September 1940 di Songkla. 

Jika dilihat dari segi materi hukumnya, Kompilasi Hukum Islam 

Thailand hanya terbatas pada kitab fiqh mazhab Syafi’i saja dan tidak terdapat 

meteri hukum di luar fiqh Syafi’i. Sekiranya terdapat masalah dalam hal waris 

dan keluarga sedangkan hukumnya tidak ditemukan di dalam kitab mazhab 
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Syafi’i, dengan sendirinya masalah tersebut tidak dimasukkan dalam materi 

Undag-Undang Hukum Islam Thailand.  

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua buku, buku pertama 

membahas tentang hukum keluarga dan buku kedua membahas tentang 

warisan. Sedangkan sistematika penyusunannya adalah dibagi dalam beberapa 

bab dan bab-bab tersebut terdiri dari beberapa rincian yang ada dalam 

beberapa pasal-pasal. Secara keseluruhan (buku I dan II) Kompilasi Hukum 

Islam ini terdiri dari 230 pasal. Pasal yang paling banyak terdapat dalam buku 

I tentang keluarga yang didesain dengan sedemikian rinci penjelasannya. 

Berbeda dengan buku II tentang warisan yang hanya terdiri dari beberapa 

pasal, hal ini dikarenakan persoalan warisan tidak begitu mendapat porsi yang 

serius dan hanya secara garis besar saja. 

Dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam tersebut membuat 

wewenang Dato’ Yuttitham seragam dalam menjalankan tugasnya di seluruh 

Pengadilan Agama di Thailand selatan. Perbedaan pendapat dalam 

memutuskan perkara tidak lagi ditemukan, semuanya mempunyai wewenang 

yang sama atas perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris 

yang dilaksanakan dalam Peradilan Agama. 

Masyarakat selalu mengalami perubahan dan terus berkembang dan 

berubah dengan pesat, namun hukum Islam di Peradilan Agama Thailand 

selatan tetap tidak mengalami proses perubahan sedikitpun, mulai dari 

disusunnya kompilasi tersebut tahun 1929 sampai hari ini belum pernah 

ditinjau ulang isi kandungannya. Hal inilah yang membuat perhatian dan 
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kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama semakin meredup dan 

menghilang.28    

  

C. Materi Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

1. Tunangan  

Sebelum pernikahan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan 

perempuan, diantara mereka harus melakukan proses pertunangan. 

Pertunangan kedua calon mempelai biasanya ditandai dengan adanya 

pemberian diantara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai tanda 

bahwa mereka akan menikah di kemudian hari. Apabila proses 

pertunangan sudah terjadi dan pernikahan diantara keduanya tidak terjadi 

(batal), maka masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan 

harus mengembalikan sejumlah barang yang pernah diberikan pada saat 

pertunangan.29

2. Syarat pernikahan  

Suatu pernikahan dapat dilakukan apabila calon mempelai adalah 

laki-laki dan perempuan, bukan calon mempelai sesama jenis, calon 

mempelai mengetahui betul bahwa dia akan menikah dan tidak diharuskan 

kenal atau melihat langsung, calon mempelai bersedia menjadi suami-istri, 

calon mempelai tidak dalam ibadah haji, calon mempelai tidak memiliki 

                                                 
28 Manapiyah Maoti, Peran Dato’ Yuttitham dalam Pelaksanaan Hukum Keluarga dan 

Waris di Peradilan Agama Empat Propinsi Thailand Selatan, tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana 
Hukum Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996, hlm. 32.  

 
29 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 26. 
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hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah, calon mempelai tidak 

pernah berhubungan badan, calon mempelai tidak dalam masa iddah atau 

menjadi istri orang lain dan calon mempelai haru perawan ketika belum 

dewasa.30

3. Ijab dan Qabul 

Ijab diucapkan pihak perempuan dan qabul diucapkan pihak laki-

laki. Ijab dan qabul dianggap sah apabila ada ungkapan untuk ijab dan 

qabul, jelas kata-kata untuk menikah, ucapan ijab harus menyebut nama 

atau ganti nama mempelai laki-laki, ucapan qabul harus menyebut nama 

atau ganti nama mempelai laki-laki jikalau wakil laki-laki atau wali, 

ucapan ijab dan qabul harus dalam satu masa dan boleh didahulukan 

diantara salah satu dan yang mengucap tidak kurang akal atau murtad pada 

masa ijab dan kabul berlangsung.31

4. Saksi Nikah 

Suatu pernikahan harus diadakan di hadapan dua orang saksi atau 

lebih. Orang yang bisa menjadi saksi harus memenuhi kriteria berdasarkan 

Undang-undang, yakni bisa membaca dengan benar, bisa mendengar 

ucapan ijab dan qabul dan bisa melihat surat atau perjanjian ijab dan qabul 

dengan jelas. 

Sedangkan orang yang layak dijadikan sebagai saksi dalam suatu 

pernikahan adalah laki-laki, muslim, sehat akal, akal normal, adil, 

                                                 
30 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 49 – 53.  
 
31 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 54 – 56.  
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memiliki penglihatan normal, memiliki pendengaran normal, mampu, 

pekerjaan tidak rendah seperti tukang sampah atau penyedot WC, tidak 

berakhlak buruk  seperti makan sambil berdiri, tidak bisu dan tidak hamba 

sahaya.32

5. Putusnya Ikatan Pernikahan 

Talak adalah hak suami, hanya suami yang berhak untuk talak, 

tidak perlu untuk meminta persetujuan dari istri kecuali talak tersebut 

karena dibayar oleh istri. Talak harus dilakukan dalam keadaan sadar. 

Fasakh adalah cara membatalkan ikatan pernikahan yang harus 

dilakukan oleh suami atau istri supaya putus dari ikatan pernikahan. 

Fasakh bisa dilakukan apabila a) suami atau istri hilang akal atau 

mengidap penyakit kulit, penyakit lepra sebelum atau sesudah pernikahan, 

b) alat kelamin suami terlalu besar sehingga istri tidak bisa menerima 

melakukan hubungan badan, c) suami yang sudah baligh dan akal normal 

mempunyai kecacatan alat kelamin, seperti lemah syahwat atau putus 

sehingga tidak bisa digunakan untuk berhubungan, d) alat kelamin istri 

ada daging tumbuh atau penyakit tumor atau penyakit kandungan sehingga 

tidak bisa melakukan hubungan badan. 

Selain karena talak dan pasakh, pernikahan bisa dikatakan putus 

karena suami atau istri meninggal dunia, karena sumpah atau karena taklik 

talak.33

                                                 
32 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 57 – 60. 
   
33 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 82 – 112.  
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6. Mut'ah 

Mut’ah didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan 

oleh suami kepada istri karena putusnya pernikahan. Pemberian mut'ah ini 

didasarkan pada kondisi, a) sebelum menikah istri belum menerima 

maskawin dan putusnya pernikahan sebelum menentukan kadar maskawin 

dengan sendiri atau dengan keputusan hakim, b) suami yang sebelumnya 

agama lain tapi telah masuk Islam tetapi istri belum Islam dan c) suami 

pernah melakukan hubungan badan dengan istri.34

7. Iddah 

Iddah 35  adalah jangka waktu dimana suami-istri tidak boleh 

menikah,  bersentuhan atau berhubungan suami-istri menurut kadaan. 

Iddah yang harus dilewati oleh mantan istri jumlahnya berbeda-beda 

disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan dan kondisi dari kedua 

belah pihak. 

Putusnya pernikahan dengan sebab selain suami meninggal dunia, 

baik putusnya pernikahan yang menyebabkan jadi talak raj’i atau ba’in, 

dan putusnya pada masa talak ba’in atau tidak, jika janda tersebut sudah 

pernah hubungan badan dengan suami, maka janda tersebut boleh menikah 

dengan laki-laki lain apabila telah luput dari iddah, yakni a) Mulai haid 

ketiga kali semenjak masa iddah, b) Hari putusnya perkawinan, c) Hari 

                                                 
34 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 142 – 144.  
 
35 Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 145 – 147. 
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akhir datang haid jika putusnya perkawinan pada masa datang haid, atau 

d) Hari akhir mengeluarkan darah melahirkan.  

 

8. Harga air susu dan rawat anak36 

Istri bisa menuntut harga air susu dan rawat anak kepada suami 

dengan syarat sudah membuat perjanjian atau sudah memberitahu kepada 

pihak lain seandainya tidak bisa membuat keputusan. Istri bisa menuntut 

harga susu ketika anak belum genap 2 tahun. Sedangkan tuntutan harga 

rawat berlaku sebelum anak berumur 7 tahun. Adapun kadar harga 

ditentukan antara suami dan istri dan kalau tidak ditentukan maka 

Pengadilan Agama yang akan menentukannya. 

Ketika ibu tidak memiliki penyakit yang membahayakan bayi, 

tidak minta bayaran atau dengan bayaran yang sama ketika diwakilkan 

kepada perempuan lain, maka ibu yang paling berhak menyusui. Dan 

ketika ibu memiliki penyakit yang membahayakan bayi, maka suami boleh 

meminta perempuan lain. 

Suami boleh meminta perempuan lain untuk menyusui dengan 

syarat perempuan tersebut; a) tidak ada penyakit yang membahayakan 

bayi, b) memiliki air susu yang kualitasnya tidak kurang dari ibunya dan 

c) tidak menuntut hak apa-apa atau menuntut rendah dari ibunya. 

  

                                                 
36 Lebih lengkapnya lihat, Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam 

Thailand Pasal 179 -183.  



BAB IV 

WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG 

HUKUM KELUARGA ISLAM THAILAND 

 

A. Konsep Wali Nikah Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

Di dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand tidak 

disebutkan secara tegas, apakah wali itu merupakan syarat perkawinan atau 

tidak. Meskipun demikian, wali dalam  Undang-undang Hukum Keluarga 

Islam Thailand memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam 

suatu pernikahan. Pentingnya wali dalam pernikahan, diperkuat dengan 

mayoritas umat Islam Thailand menganut faham Mazhab Syafi'i1 yang 

menganggap wali adalah salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. 

Disamping itu, kitab fiqh mazhab Syafi'i dijadikan rujukan materi hukum 

Kodifikasi Hukum Islam tentang keluraga. 

Karena wali merupakan hal yang penting dan menentukan dalam 

Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, maka suatu pernikahan 

dianggap tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, 

                                                            

1 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, edisi al-Muzni> (t.t.p.: t.p., t.t.), V: 11.  
berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, yang berarti ketidakhadiran wali 
dalam akad nikah menjadikan nikah tersebut tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam 
pernikahan, wali dilarang mempersulit pernikahan seorang perempuan di bawah perwaliannya 
sepanjang perempuan itu mendapatkan pasangan sekufu.  

Untuk sahnya suatu pernikahan harus memenuhi empat hal, yakni, wali, persetujuan dari 
yang akan dinikahkan, persetujuan dari yang menikahi dan dua orang saksi adil. Kecuali yang 
masih gadis atau hamba, maka boleh dinikahkan bapak untuk gadis dan oleh tuan untuk kasus 
hamba. Ditambahkan tanpa membayar mahar pada saat akad nikah tetap sah.  

Dasar hukum yang digunakan Syafi'i tentang keharusan wali, dan sekaligus larangan wali 
mempersulit suatu pernikahan adalah al-Qur'an dan Hadist. Dari al-Qur'an dicatat al-Baqarah (2): 
232, an-Nisaa' (4): 34 dan 25.  
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sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak dibutuhkan wali untuk sahnya 

suatu pernikahan. 

Syarat wali nikah yang bisa melaksanakan suatu pernikahan menurut 

Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah2 : 1) Laki-laki, 2) 

Beragama Islam, 3) Sehat akalnya, 4) Mampu menjadi wali, 5) Tidak fasik, 6) 

Akalnya normal, 7) Tidak sedang haji, 8) Tidak pingsan dan 9) Bukan budak. 

Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand mengklasifikasikan 

wali menjadi 8 (delapan) kelompok, yakni wali Khas}}, wali Aqrab, wali Ab'ad, 

wali Mujbir, wali Penghulu, wali Hakim, wali 'aam dan wali Tahkim.3  

1. Wali Khas}}  

Wali Khas}} adalah laki-laki yang menjadi wali nikah karena ada 

hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. 

Adapun urutan wali Khas}}4 dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam 

Thailand adalah sebagai berikut :  

                                                            

2 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 38, "Wali yang 
bisa melaksanakan pernikahan dengan syarat sebagai berikut : a) Laki-laki, kecuali wanita yang 
menjadi raja tetapi harus wakilkan kepada wali hakim untuk mengganti, b) Beragama Islam, 
kecuali raja tetapi harus wakilkan kepada wali hakim untuk mengganti, c) Sehat akal, d) Tidak 
dianggap tidak mampu, e) Tidak fasik kecuali raja dan orang yang baru masuk Islam, f) Akal 
fikiran seperti orang pada umumnya, g) Tidak dalam beribadah haji, h) Tidak pingsan sampai tidak 
sadar diri dan i) Tidak jadi hamba." 

3 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Bab II Tentang Wali 
Pasal 30 – 37. Bandingkan dengan pembagian wali dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. 

 
4 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 30, "Wali Khas 

adalah laki-laki saudara perempuan yang diurutan pertama dan dikemudian bisa menjadi wali 
menurut urutan sebagai berikut : 1) Bapak, 2) Kakek, 3) Abang atau adik laki-laki seibu sebapak, 
4) Abang atau adik laki-laki sebapak, 5) Anak laki-laki dari abang atau adik laki-laki seibu 



  65

1) Ayah 

2) Kakek 

3) Saudara laki-laki sekandung 

4) Saudara laki-laki seayah 

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 

6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

7) Seandainya wali pada poin yang ke-6 tidak ada, maka anak laki-

laki pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya anak laki-laki wali 

pada poin ke-5 tidak ada, maka anak laki-laki wali pada poin ke-6 

menjadi wali, seandainya anak laki-laki wali pada poin ke-6 tidak 

ada, maka cucu laki-laki wali pada poin ke-5 menjadi wali, 

seandainya cucu laki-laki wali pada poin ke-5 tidak ada, maka 

cucu laki-laki wali pada poin ke-6 menjadi wali, dan seterusnya 

mengikut urutan seperti yang di atas 

8) Saudara laki-laki ayah sekandung 

9) Saudara laki-laki ayah seayah 

                                                                                                                                                                   

sebapak, 6) Anak laki-laki dari abang atau adik laki-laki sebapak, 7) Seandainya wali pada poin 
yang ke-6 tidak ada maka anak laki-laki pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya anak laki-laki 
wali pada poin ke-5 tidak ada maka anak laki-laki wali pada poin ke-6 menjadi wali, seandainya 
anak laki-laki wali pada poin ke-6 tidak ada maka cucu laki-laki wali pada poin ke-5 menjadi wali, 
seandainya cucu laki-laki wali pada poin ke-5 tidak ada maka cucu laki-laki wali pada poin ke-6 
menjadi wali, dan seterusnya mengikut urutan seperti yang di atas, 8) Abang atau adik laki-laki 
bapak seibu sebapak, 9) Abang atau adik laki-laki bapak sebapak, 10) Anak laki-laki abang atau 
adik laki-laki bapak sebapak seibu, 11) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak, 12) 
Anak laki-laki atau laki-laki keturunan laki-laki wali pada poin ke-10 atau 11, diacak seperti poin 
7 sampai habis dari poin ke-10 atau 11, 13) Abang atau adik laki-laki kakek sebapak seibu, 14) 
Abang atau adik laki-laki kakek sebapak, 15) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki kakek 
sebapak seibu, 16) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki kakek sebapak, 17) Anak laki-laki atau 
laki-laki keturunan laki-laki wali pada poin ke-15 atau 16, diacak seperti poin 7 sampai habis dari 
poin ke-15 atau 16." 
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10) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung 

11) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah 

12) Anak laki-laki atau laki-laki keturunan laki-laki wali pada poin ke-

10 atau poin ke-11, diacak seperti poin ke-7 sampai habis dari poin 

ke-10 atau poin ke-11  

13) Saudara laki-laki kakek sekandung 

14) Saudara laki-laki kakek seayah 

15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung  

16) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah 

17) Anak laki-laki atau laki-laki keturunan laki-laki wali pada poin ke-

15 atau poin ke-16, diacak seperti poin ke-7 sampai habis dari poin 

ke-15 atau poin ke-16. 

2. Wali Aqrab dan Ab'ad 

Wali Aqrab adalah wali khas}} yang paling dekat menurut urutan 

wali khas}} yang masih hidup  pada saat itu.5 Sedangkan wali Ab'ad adalah 

wali khas} yang jauh satu tahap dari wali Aqrab menurut urutan wali khas}}6. 

Misalnya, dalam urutan wali khas}}, wali khas} yang ada dalam urutan nomor 

1 (Bapak) menjadi wali Aqrab dan wali pada urutan nomor 2 (Kakek) 

menjadi wali Ab'ad. Jika wali nomor urut 1 (Bapak) tidak ada, maka wali 

                                                            

5 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 31, "Wali Akrab 
adalah wali khas yang paling dekat menurut urutan wali khas yang masih hidup  pada saat itu." 

 
6 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 32, "Wali  Ab’ad 

adalah wali khas yang jauh satu tahap dari wali akrab menurut urutan wali khas." 
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pada nomor urut 2 (Kakek) menjadi wali aqrab dan wali pada nomor urut 3 

(saudara laki-laki sekandung) menjadi wali ab'ad dan seterusnya.  

Dengan demikian, pada prinsipnya yang berhak menjadi wali nikah 

adalah wali aqrab, namun jika wali aqrab ditemukan kondisi tertentu maka 

bisa beralih ke wali ab'ad. Perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad 

terjadi apabila : a) Wali Aqrabnya non muslim, b) Wali Aqrabnya fasik, c) 

Wali Aqrabnya belum dewasa, d) Wali Aqrabnya gila7, e) Wali Aqrabnya 

dianggap tidak mampu, f) Wali Aqrabnya sedang beribadah haji dan g) 

Wali Aqrabnya pingsan sampai tidak sadar diri 

3. Wali Mujbir 

Wali Mujbir8 adalah bapak atau kakek (bila tidak ada bapak). Wali 

mujbir berhak menikahkan mempelai perempuan dengan syarat; a) 

memaksa ijab atau perempuan yang dari garis keturunan laki-laki yang 

masih perawan, b) melangsungkan pernikahan dengan mengucap qabul 

mengganti anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki jika anak 

laki-laki atau laki-laki yang garis keturunan itu; Belum baligh walaupun 

anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki tersebut tidak setuju 

dan sudah baligh tapi gila, c) kakek berhak menikahkan antara laki-laki 

dan perempuan yang dari garis keturunan laki-laki dengan mengucap ijab 

                                                            

7 Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munahakat (Bandung: CV Pustaka Setia, 
1999), hlm. 91.  
 

8 Menurut Imam Syafi'i, wali mujbir adalah ayah, kakek sampai ke atas dan pemilik 
hamba sahaya. Lihat  Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV, (Jakarta: PT Backtiar 
Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1338. 
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dan qabul pada waktu itu dengan sekaligus, atau melantik pengganti untuk 

mengucap ijab atau qabul, tetapi tidak bisa melantik orang yang sama 

untuk mengucap 2 kalimat tersebut, d) Wali mujbir bisa menyerahkan 

perempuan dari garis keturunan laki-laki kepada laki-laki garis keturunan 

laki-laki apabila perempuan garis keturunan laki-laki baligh dan badan 

besar sehingga layak melakukan hubungan badan.9

Orang yang boleh dipaksa menikah wali mujbir adalah pertama, 

orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, 

seperti anak kecil atau orang gila, kedua, wanita yang masih perawan 

tetapi telah baliq dan berakal, ketiga, wanita yang kehilangan 

keperawanannya, baik karena sakit, terpukul atau jatuh.10

4. Wali Penghulu 

Wali Penghulu adalah wali yang pernah menjadi tuan hamba 

perempuan atau nenek moyang hamba perempuan dengan syarat sudah 

memerdekakannya. Wali penghulu berfungsi ketika perempuan tidak 

memiliki wali khas} sama sekali atau ada wali khas} tetapi tidak memenuhi 

syarat sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4).  

                                                            

9 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41. 
 
10 Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV, (Jakarta: PT Backtiar Baru Van 

Hoeve, 2001), hlm. 1337-1338.  
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Wali penghulu laki-laki atau perempuan yang telah meninggal, 

maka orang akan menjadi wali perempuan tersebut adalah saudara laki-

laki wali penghulu. Adapun urutannya sebagai berikut;11

1. Anak laki-laki 

2. Laki-laki garis keturunan laki-laki 

3. Ayah 

4. Saudara laki-laki sekandung 

5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

7. Jika wali pada urutan ke-5 tidak ada, maka anak laki-laki urutan 

ke-4 menjadi wali, jika anak laki-laki urutan ke-4 tidak ada, maka 

anak laki-laki urutan ke-5 menjadi wali, jika anak laki-laki urutan 

ke-5 tidak ada, maka cucu laki-laki urutan ke-4 menjadi wali, jika 

cucu laki-laki urutan ke-4 tidak ada, maka cucu laki-laki urutan 

ke-5 menjadi wali, dan seterusnya diurutkan seperti demikian 

                                                            

11 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 43 ayat (2) "Wali 
penghulu itu laki-laki atau perempuan telah meninggal, maka orang akan menjadi wali perempuan 
tersebut adalah saudara laki-laki wali penghulu. Adapun urutannya sebagai berikut : 1) Anak laki-
laki, 2) Laki-laki garis keturunan laki-laki, 3) Bapak, 4) Abang atau adik laki-laki sebapak seibu, 
5) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki sebapak seibu, 6) Anak laki-laki abang atau adik laki-
laki sebapak, 7) Jika wali pada urutan ke-e tidak ada maka anak laki-laki urutan ke-d menjadi wali, 
jika anak laki-laki urutan ke-d tidak ada maka anak laki-laki urutan ke-e menjadi wali, jika anak 
laki-laki urutan ke-e tidak ada maka cucu laki-laki urutan ke-d menjadi wali, jika cucu laki-laki 
urutan ke-d tidak ada maka cucu laki-laki urutan ke-e menjadi wali, dan seterusnya diurutkan 
seperti demekian sehingga habis garis keturunan laki-laki wali urutan ke-d dan e dengan 
tergantung kadaan, 8) Kakek, 9) Abang atau adik laki-laki bapak sebapak seibu, 10) Abang atau 
adik laki-laki bapak sebapak, 11) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak seibu, 12) 
Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak, 13) Anak laki-laki atau laki-laki garis 
keturunan laki-laki wali pada urutan ke-k atau k ke-l diacak-acak dengan menurut penetapan poin 
ke-g sehingga habis laki- laki garis keturunan laki-laki wali urutan ke-l dengan tergantung kadaan, 
14) Laki-laki garis keturunan kakek langsung." 
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sehingga habis garis keturunan laki-laki wali urutan ke-4 dan ke-

5 dengan tergantung kadaan 

8. Kakek 

9. Saudara laki-laki ayah sekandung 

10. Saudara laki-laki ayah seayah 

11. Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung  

12. Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah 

13. Anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki wali pada 

urutan ke-11 atau 11 ke-12 diacak-acak dengan menurut 

penetapan poin ke-7 sehingga habis laki- laki garis keturunan 

laki-laki wali urutan ke-12 dengan tergantung kadaan  

14. Laki-laki garis keturunan kakek langsung 

Wali penghulu yang tidak cukup syarat penetapan seperti dalam 

Pasal 44 ayat (4), yakni orang yang bisa menjadi wali adalah saudara laki-

laki penghulu tersebut yang berhak menjadi wali menurut urutan wali khas} 

seperti penetapan dalam Pasal 30 yang sudah jelas.12

5. Wali Hakim 

Wali Hakim adalah wali yang dilantik oleh Diraja atau orang yang 

menerima perintah Diraja untuk menjadi hakim agama (Datok Yuttitham), 

berhak menjadi wali bagi perempuan yang sudah dewasa pada umumnya. 

                                                            

12 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 43 ayat (3), 
"Wali penghulu yang tidak cukup syarat penetapan seperti dalam Pasal 44 (4), orang yang bisa 
menjadi wali adalah saudara laki-laki penghulu tersebut yang berhak menjadi wali menurut urutan 
wali khas seperti penetapan dalam Pasal 30 dengan maklum." 

 



  71

Dato' Yuttitham bertugas di Peradilan Sipil, salah satu tugasnya adalah 

berada disamping hakim sipil di waktu sidang dan dikontrol langsung oleh 

hakim sipil.   

6. Wali 'Aam 

Wali 'aam adalah wali yang berhak untuk menikahkan perempuan 

yang pada umumnya sudah dewasa seperti Raja atau wali hakim.13 Wali 

'aam ada ketika calon mempelai perempuan meminta supaya wali 'aam 

menikahkan dengan seorang laki-laki, maka wali 'aam dapat 

menikahkannya dengan beberapa syarat: 1) Perempuan tersebut sudah 

baligh dan tidak punya wali khas}, 2) Wali Aqrab perempuan tersebut 

bermasalah,14 3) Wali penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak 

cukup syarat seperti penetapan dalam Pasal 38 ayat (4),  (7) dan (8). 

Dalam kasus apapun, jika mempelai laki-laki tidak memenuhi 

syarat seperti penetapan dalam Pasal 41 ayat (1) dilarang wali 'aam 

menikahkan perempuan, kecuali pada propinsi tersebut tidak ada laki-laki 

                                                            

13 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 36, "Wali ‘Aam 
adalah wali yang berhak untuk menikahkan perempuan yang pada umumnya sudah dewasa seperti 
Raja atau wali hakim menurut penetapan  Pasal 44 hingga 47." 

 
14 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 44 ayat 2, "Wali 

akrab perempuan tersebut : a) Hilang pada kawasan itu tapi belum ada keterangan dari pengadilan 
bahwa wali tersebut meninggal, b) Menikah dengan perempuan itu atau menikahkan diantara 
saudara perempuan yang bukan garis keturunan laki-laki dan sudah baligh dengan anak laki-laki 
atau laki-laki garis keturunan laki-laki yang belum baligh, c) Tinggal jauh dari tempat pelaksanaan 
pernikahan lebih dari 96 kilometer, d) Dipenjara dan tidak mampu untuk menikahkan atau 
mewakilkan, e) Menolak untuk menjadi wali atau supaya pernikahan tidak diterima oleh wali 
‘aam, f) Tidak mau menikahkan, g) Mengundurkan diri, h) Sedang dalam ibadah haji, i) Jatuh 
pingsan sehingga tidak sadar pada saat pelaksanaan berlangsung sampai 3 hari,  

Tetapi pada ayat (2) ini tidak bisa diterapkan jika perempuan tersebut masih banyak 
memiliki wali akrab pada lapisan yang sama." 
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yang memenuhi syarat tersebut atau pernikahan tersebut dengan tujuan 

untuk menghalangi perempuan dari melakukan perbuatan zina. 

Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh wali 'aam sebelum 

menikahkan calon mempelai perempuan, pertama, jika memungkinkan 

wali 'aam mengetahui kebenaran dari wali Aqrab perempuan, hendaklah 

wali 'aam memanggil wali Aqrab tersebut untuk menjadi wali dengan 

memberi batas waktu tertentu dengan suatu penetapan, kecuali setelah 

perempuan sudah memanggil, wali 'aam sudah mengetahui kebenaran 

dengan sendiri atau dengan pemberitahuan orang lain dengan syarat bisa 

dimaklumi.15

a.    Memanggil dengan surat atau dengan orang 

b. Memanggil dengan surat atau orang harus sampai langsung 

kepada wali tersebut seperti penetapan dalam Pasal 44 ayat (2) 

c.    Tidak boleh memanggil lebih dari 2 kali, jika lebih dari 2 kali, 

kewenangan wali 'aam untuk menikahkan perempuan itu hilang, 

tugas tersebut langsung jatuh kepada wali ab’ad perempuan 

tersebut 

                                                            

15 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 45 ayat (1),  
"Jika pada kasus wali ‘aam bisa mengetahui kebenaran dari wali akrab perempuan, hendaklah wali 
‘aam memanggil wali akrab _abul_ untuk menjadi wali dengan memberi batas waktu tertentu 
dengan jelas dengan penetapan sebagai berikut, kecuali setelah perempuan sudah memanggil, wali 
‘aam sudah mengetahui kebenaran dengan sendiri atau dengan pemberitahuan orang lain dengan 
syarat bisa dimaklumi; a) Memanggil dengan surat atau dengan orang, b) Memanggil dengan surat 
atau orang harus sampai langsung kepada wali tersebut seperti penetapan dalam Pasal 44 (2),  c) 
Tidak boleh memanggil lebih dari 2 kali, jika lebih dari 2 kali, kewenangan wali ‘aam untuk 
menikahkan perempuan itu hilang, tugas tersebut langsung jatuh kepada wali ab’ad perempuan 
tersebut."  
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Kedua, jika wali 'aam tidak bisa mengetahui yang sebenarnya dari 

wali aqrab, hendaklah wali 'aam mendengar pernyataan dari saksi laki-laki 

2 orang ke atas atau dari saksi surat, kecuali wali 'aam mengetahui 

kebenarannya sendiri atau dengan orang lain yang bisa dipahami, 

walaupun tahunya sebelum atau setelah perempuan itu memanggil.16

Wali 'aam berhak menikahkan mempelai yang sudah baliqh, tidak 

sehat akal dan tidak memiliki wali mujbir dengan menggantikan untuk 

mengucap ijab dan qabul  sekaligus atau memberi hak kepada laki-laki 

yang memenuhi syarat seperti dalam ketentuan Pasal 38 yang mengucap 

ijab dan qabul sekaligus. Dengan alasan bahwa pernikahan tersebut bisa 

menghindarkan laki-laki dan perempuan dari berbuat zina atau bisa 

sembuh dari ketidaksehatan akal.17

Ketika kedua calon mempelai tidak sehat akal dan wali yang ada 

hanya wali 'aam, maka wali 'aam tidak bisa mengganti mengucapkan ijab 

dan qabul  atau mewakilkan pada seorang laki-laki lain untuk mengucap 

ijab dan qabul, yang bisa dilakukan wali 'aam hanya mengucap satu kata 
                                                            

16 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 45 ayat (2), 
"Pada kasus jika wali ‘aam tidak bisa mengetahui yang sebenarnya dari wali akrab, hendaklah wali 
‘aam mendengar pernyataan dari saksi laki-laki 2 orang keatas atau dari saksi surat, kecuali wali 
wali ‘aam mengetahui kebenaran dengan sendiri atau dengan orang lain yang bisa dimaklumi, 
walaupun tahunya sebelum atau setelah perempuan itu memanggil." 

 
17 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 47, "Pada kasus 

mempelai sudah baligh dan tidak sehat akal tapi tidak ada wali mujbir, hanya wali ‘aam yang 
berhak menikahinya dengan mengganti mengucap ijab dan qabul atau memberi hak kepada laki-
laki yang memenuhi syarat seperti dalam Pasal 38 yang mengucap ijab dan qabul karena melihat 
bahwa pernikahan tersebut bisa menghindari laki-laki dan perempuan dari berbuat zina atau bisa 
sembuh dari ketidak sehat akal, tapi penetapan ini tidak bisa diterapkan pada kasus orang yang  
tidak sehat akal yang tidak qabul."  
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(antara ijab dan qabul) dan laki-laki lain yang mewakili mengucap satu 

kata yang lain, atau mewakilkan kepada dua orang laki-laki dengan 

masing-masing mengucap satu kata.18

7. Wali Tahkim 

Wali Tahkim adalah orang yang oleh mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan diminta untuk menjadi wali dalam pernikahan 

keduanya. Wali tahkim memiliki wewenang yang sama dengan wali 'aam. 

Wali tahkim bukan raja atau wali hakim, bisa jadi wali tahkim tersebut, 

ulama atau tokoh masyarakat dengan catatan wali tersebut memenuhi 

persyaratan sebagaimana Pasal 38 dan Pasal 58, dipercaya dan diakui 

kelayakannya oleh masyarakat kecuali pada radius 96 kilometer tidak ada 

orang seperti tersebut, maka orang yang adil bisa diminta untuk menjadi 

wali.19

Kedua calon mempelai bisa meminta wali tahkim ketika tidak ada 

wali 'aam atau wali 'aam minta upah terlalu tinggi atau wali 'aam lebih dari 

96 kilometer. Untuk meminta wali Tahkim kedua mempelai harus 

                                                            

18 Ibid. "Jika kedua mempelai tidak sehat akal dan yang ada hanya wali ‘aam saja, maka 
wali ‘aam tersebut tidak bisa menganti mengucap ijab dan _abul atau mewakilkan pada seorang 
laki-laki lain untuk mengucap ijab dan _abul, yang bisa dilakukan wali amm hanya mengucap satu 
kata dan laki-laki lain yang mewakili mengucap satu kata, atau mewakili kepada dua orang laki-
laki masing-masing mengucap satu kata." 

   
19 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (2), 

"Orang yang layak menjadi wali adalah : a) Memenuhi syarat yang telah disebut dalam Pasal 38 
dan 58 dengan maklum, b) Diakui oleh masyarat bahwa orang tersebut layak kecuali pada radios 
96 kilometer tidak ada orang seperti tersebut maka orang yang adil bisa diminta untuk menjadi 
wali." 
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mengucapkan kata-kata untuk meminta dan rela dengan syarat yang diberi 

oleh wali tahkim tersebut.20

Apabila orang yang diminta menjadi wali oleh kedua mempelai 

tidak bersedia untuk menikahkannya karena mempelai tersebut dianggap 

oleh wali tahkim tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam 

Pasal 47, maka kedua mempelai tersebut tidak bisa meminta orang lain 

pada radios sekitar 96 kilometer untuk menjadi wali tahkim kecuali kedua 

mempelai tersebut telah membatalkan terlebih dahulu permohonan wali 

tahkim yang pertama. Adapun pembatalan tersebut bisa dilakukan dengan 

cara apapun.21

Sebagaimana telah disinggung di bab sebelumnya, bahwa Undang-

undang Hukum Keluarga Islam Thailand belum mengalami perubahan 

sama sekali semenjak dibuat hingga sekarang. Oleh karenanya, Undang-

undang Hukum Keluarga Islam Thailand tidak pernah mengalami 

perkembangan, apalagi pembaharuan hukum. Dengan demikian, konsep 

wali nikah di dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand ini 

hanya menjelaskan macam-macam wali dan tangung jawab masing-

masing wali. 

                                                            

 20 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (3), 
"Mempelai laki-laki dan perempuan harus mengucapkan/mengeluarkan kata-kata untuk meminta 
dan rela dengan syarat yang diberi oleh wali tersebut." 
 

21 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (4), 
"Apabila orang yang diminta untuk menjadi wali enggan untuk menikahkan karena mempelai 
tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 47 mempelai tersebut tidak 
bisa meminta orang lain pada sekitar 96 kilometer untuk menjadi wali kecuali mempelai tersebut 
telah mengucap/mengeluarkan kata-kata untuk membatalkan terlebih dahulu. Untuk membatalkan 
wali itu bisa dengan cara apapun." 
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B. Otoritas Wali dan Kebebasan Mempelai Perempuan dalam Undang-
undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

Otoritas Wali Nikah 

Dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam Thailand, wali 

nikah menjadi salah satu hal yang sangat menentukan dan penting dalam suatu 

pernikahan. Meski posisi wali sangat menentukan namun dalam perundang-

undang Hukum Keluarga Islam Thailand tidak menyebut secara tegas bahwa 

wali sebagai rukun nikah. Tetapi tanpa wali, suatu pernikahan menjadi tidak 

sah. 

Wali di dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

disebutkan secara tegas bahwa wali adalah laki-laki bukan perempuan. Wali 

harus selalu hadir dalam suatu pernikahan, karena perempuan tidak bisa 

menikahkan diri sendiri atau menikahkan orang lain walaupun wali sudah 

memberi izin, karena hanya wali yang memiliki hak untuk menikahkan.22

Bagi laki-laki memiliki hak untuk menikahkan diri sendiri atau 

meminta orang lain untuk menikahkannya. Sedangkan bagi laki-laki yang 

dianggap tidak mampu bisa menikahkan diri sendiri dengan syarat harus minta 

izin dari wali dan seandainya pernikahan tersebut tidak dengan izin wali, 

pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga dengan laki-laki yang 

belum baliq dan akal tidak waras, kewenangan ini sepenuhnya hak wali yang 

tidak bisa ditawar.  

                                                            

22 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 24 "Di dalam 
penetapan Pasal 34 (1), dilarang perempuan menikahkan diri sendiri atau menikahkan orang lain 
walaupun wali sudah memberi izin. Hanya wali yang berhak menikahkan". 
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Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah 

dalam UU hukum keluarga Islam Thailand adalah wali khas}, baik itu wali 

aqrab maupun wali ab'ad.23 Namun dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah 

dapat digantikan oleh wali lain, seperti wali penghulu, wali hakim, wali  'aam 

atau wali tahkim. Secara garis besar kondisi yang bisa mengantikan posisi 

wali khas} yakni i) tidak ada wali khas}, ii) tidak mungkin menghadirkan wali 

khas}, iii) tidak diketahui tempat tinggal wali khas}, iv) wali khas} jaraknya jauh, 

v) wali khas} ghaib, vi) wali khas} enggan menikahkan, hal ini hanya terkait 

dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 47.  

Sedangkan untuk wali penghulu memiliki sedikit keunikan, yakni wali 

penghulu akan menjadi wali bagi calon mempelai perempuan mengantikan 

wali khas}, ketika kondisi,  i) perempuan tidak memiliki wali khas} sama sekali, 

ii) memiliki wali khas} tapi tidak memenuhi syarat sebagaimana penetapan 

Pasal 44 ayat (4), iii) perempuan atau nenek moyangnya pernah menjadi 

hamba dari tuan itu, dan telah dimerdekakannya. 

Wali mujbir, yakni bapak memiliki otoritas untuk memaksa 

pernikahan perempuan yang masih perawan dari garis keturunannya menikah 

dengan laki-laki pilihan wali mujbir. Meskipun demikian, wali mujbir tidak 

bisa seenaknya untuk memilihkan pasangan bagi perempuan tersebut, karena 

pilihan laki-laki wali mujbir harus sesuai dengan kriteria laki-laki yang telah 

ditentukan oleh Undang-undang, dalam artian laki-laki itu harus sekufu, yakni 
                                                            

 
23 Wali khas di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia disebut dengan wali nasab.   
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i) Mempunyai pekerjaan yang tidak lebih rendah dari perempuan, ii) 

Mempunyai moral yang tidak lebih rendah dari perempuan, iii) Bisa 

membayar maskawin menurut qabul, dimana tempat pernikahan berlangsung 

menurut kadar yang sesuai dengan ekonomi perempuan apabila pihak 

perempuan menuntut, iv) Mempunyai akal sehat, tidak berpenyakit dan alat 

kelamin tidak cacat menurut Pasal 111 (1, 2 dan 3), v) Tidak jadi musuh bagi 

perempuan dan wali mujbir perempuan, termasuk wali mujbir juga tidak jadi 

musuh perempuan, vi) Mempunyai kedudukan ekonomi tidak lebih rendah 

dari perempuan, vii) Keturunan Arab seandainya perempuan keturunan Arab, 

dan viii) Tidak menjadi hamba.24

Otoritas memaksa pernikahan yang dimiliki wali mujbir selain 

terhadap perempuan yang masih perawan juga terhadap laki-laki. Perwalian 

bagi laki-laki dengan catatan bahwa laki-laki itu belum baliq meskipun laki-

laki itu tidak setuju dengan pernikahan tersebut atau sudah baliq tapi gila. 

Otoritas ini berupa pengucapan qabul oleh wali atau orang yang mewakilinya. 

Sedangkan wali mujbir, yakni kakek (ketika tidak ada bapak) memiliki 

hak untuk menikahkan laki-laki atau perempuan yang belum baliq dari garis 

                                                            

24  Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 ayat (1), 
"Memaksa perempuan yang dari garis keturunan laki-laki yang masih perawan, perempuan itu bisa 
dinikahkan dengan laki-laki sebagai berikut: a) Mempunyai pekerjaan yang tidak lebih rendah dari 
perempuan, b) Mempunyai moral yang tidak lebih rendah dari perempuan, c) Bisa membayar 
maskawin menurut _abul_ mana tempatnya pernikahan berlangsung menurut kadar yang sesuai 
dengan ekonomi perempuan apabila pihak perempuan menuntut, d) Mempunyai akal sehat, tidak 
berpenyakit dan alat kelamin tidak cacat menurut Pasal 111 (1, 2 dan 3), e) Tidak jadi musuh bagi 
perempuan dan wali mujbir perempuan, termasuk wali mujbir juga tidak jadi musuh perempuan, f) 
Mempunyai kedudukan ekonomi tidak lebih rendah dari perempuan, g) Keturunan Arab 
seandainya perempuan keturunan arab, dan h) Tidak menjadi hamba." 
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keturunan laki-laki atau sudah baliq tapi akalnya tidak sehat dengan 

mengucapkan ijab dan qabul pada waktu yang sama dengan serentak atau 

mewakilkan kepada orang lain untuk mengucap ijab atau qabul, tetapi tidak 

bisa mewakilkan orang yang sama untuk mengucap 2 kalimat tersebut.25  

Dengan demikian, perundang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand 

masih mengakui hak ijbar, meskipun hak ijbar tersebut masih dibatasi oleh 

beberapa aturan yang berkaitan dengan pekerjaan, kedudukan ekonomi, 

kedudukan sosial dan moral laki-laki yang harus lebih tinggih dari perempuan. 

dan ketika wali tidak mengindahkan aturan ini, maka hak ijbar wali menjadi 

hilang. 

Kebebasan mempelai wanita 

Berkaitan dengan kebebasan mempelai perempuan untuk menentukan 

perkawinannya, Undang-undang ini tidak menjelaskan tentang adanya 

persetujuan dari mempelai perempuan. Hanya saja, ketika mempelai 

perempuan sudah tidak memiliki wali khas}, baik wali aqrab, wali ab'ad 

maupun wali mujbir, perempuan dapat meminta wali 'aam untuk 

menikahkannya.  

Dalam kondisi wali aqrab lebih dari satu orang, dalam arti wali aqrab 

banyak maka perempuan memiliki hak untuk memilih salah satu wali untuk 

                                                            

25  Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 ayat (2), 
"Melangsungkan pernikahan dengan mengucap qabul mengganti anak laki-laki atau laki-laki garis 
keturunan laki-laki jika anak laki-laki atau laki-laki yang garis keturunan itu: a) Belum baligh 
walaupun anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki tersebut tidak setuju, b) Sudah 
baligh tapi gila." 
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menikahkannya. Pada awalnya, perempuan tersebut mengizinkan wali untuk 

mengambil kesepakatan diantara wali yang ada untuk menentukan siapa yang 

akan menikahkannya, jika tidak ada kata sepakat maka akan diundi. Dan jika 

wali aqrab menikahkan perempuan dengan 2 orang laki-laki, maka hendaknya 

perempuan tersebut menjadi istri laki-laki yang dinikahinya pertama, dan jika 

tidak diketahui mana yang lebih dahulu maka pernikahan tersebut batal.  

Wali 'aam bisa diminta menjadi wali nikah oleh mempelai perempuan 

ketika kondisi wali aqrab sebagai berikut; i) jaraknya lebih dari 96 kilometer, 

ii) dipenjara, tidak mampu menikahkan dan mewakilkan, iii) menolak untuk 

menjadi wali atau supaya pernikahan tidak diterima oleh wali ‘aam, iv) tidak 

mau menikahkan, v) mengundurkan diri, vi) jatuh pingsan sehingga tidak 

sadar pada saat pelaksanaan berlangsung sampai 3 hari.26

Kondisi pingsan wali nikah ini bisa jadi dikarenakan wali nikah kaget 

dengan laki-laki pilihan perempuan. Atau bisa jadi pengsannya wali nikah 

karena faktor lain bukan faktor calon mempelai laki-laki pilihan sang 

perempuan. Namun yang pasti perempuan pada kondisi wali demikian, ia 

                                                            

26 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 44 ayat (2), 
"Wali akrab perempuan tersebut: a) Hilang pada kawasan itu tapi belum ada keterangan dari 
pengadilan bahwa wali tersebut meninggal, b) Menikah dengan perempuan itu atau menikahkan 
diantara saudara perempuan yang bukan garis keturunan laki-laki dan sudah baligh dengan anak 
laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki yang belum baligh, c) Tinggal jauh dari tempat 
pelaksanaan pernikahan lebih dari 96 kilometer, d) Dipenjara dan tidak mampu untuk menikahkan 
atau mewakilkan, e) Menolak untuk menjadi wali atau supaya pernikahan tidak diterima oleh wali 
‘aam, f) Tidak mau menikahkan, g) Mengundurkan diri, h) Sedang dalam ibadah haji, i) Jatuh 
pingsan sehingga tidak sadar pada saat pelaksanaan berlangsung sampai 3 hari." 
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memiliki kekebasan untuk menentukan wali yang mungkin bisa merestui 

pernikahannya dengan laki-laki pilihannya.  

Kondisi internal maupun eksternal yang meliputi wali aqrab, yang 

memiliki indikasi untuk mempersulit suatu pernikahan mempelai perempuan, 

hal ini menjadikan perempuan tersebut memiliki kebebasan menunjuk wali 

'aam untuk menikahkannya. Bisa jadi kebebasan di sini termasuk menikahi 

pasangan yang diinginkan mempelai perempuan meskipun bertentangan 

dengan keinginan wali aqrab. Meski demikian, hal ini tidak bisa diterapkan 

ketika perempuan tersebut memiliki banyak wali aqrab pada lapisan yang 

sama.27  

Selain karena adanya kondisi wali aqrab yang disebut di atas, wali 

'aam dapat menjadi wali atas permintaan mempelai perempuan dengan syarat; 

i) perempuan tersebut sudah baliq dan tidak punya wali khas},28 dan ii) wali 

penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak mencukupi syarat.29

Dalam kasus apapun kondisi perempuan itu meminta untuk 

dinikahkan, jika mempelai laki-laki tidak memenuhi syarat serperti penetapan 

dalam Pasal 41 ayat (1), maka dilarang bagi wali ‘aam untuk menikahkan 

perempuan, kecuali pada propinsi tersebut tidak ada laki-laki yang memenuhi 

                                                            

27 Ibid. "Tetapi pada ayat (2) ini tidak bisa diterapkan jika perempuan tersebut masih 
banyak memiliki wali akrab pada lapisan yang sama." 

 
28 Menurut penetapan Pasal 43.  
 
29 Penetapan syarat tersebut di atur dalam Pasal 38 ayat (4), (7) dan (8).  
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syarat tersebut atau pernikahan tersebut bisa menghalangi perempuan dari 

melakukan perbuatan zina. 

Apabila mempelai perempuan tersebut akan menikah dengan laki laki 

yang sesuai dengan penetapan Pasal 41 ayat (1), yakni laki-laki mempunyai 

pekerjaan, kedudukan ekonomi dan moral yang tidak lebih rendah dari 

perempuan, bisa membayar maskawin menurut kebiasaan dimana pernikahan 

tersebut dilangsungkan menurut kadar yang sesuai dengan ekonomi 

perempuan apabila pihak perempuan menuntut, mempunyai akal sehat, tidak 

berpenyakit dan alat kelamin tidak cacat,30 tidak jadi musuh bagi perempuan, 

dan tidak menjadi hamba. Maka wali 'aam tidak boleh menolak dan harus 

menikahkan perempuan tersebut sesuai dengan permintaannya. 

Berbeda dengan wali 'aam, wali tahkim ada ketika kedua mempelai, 

baik laki-laki maupun perempuan memintanya untuk menjadi wali bagi 

pernikahan mereka berdua. Kedua mempelai dapat meminta wali tahkim 

ketika mengalami kondisi dimana tidak ada wali 'aam atau ada wali 'aam tetapi 

meminta upah lebih tinggi dari kadar kepatutan atau keberadaan wali 'aam 

jauh dari pelaksanaan pernikahan yakni lebih dari 96 kilometer.31

Adapun cara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai ketika 

meminta sesorang untuk menjadi wali tahkim adalah mengucapkan kata-kata 

                                                            

30 Cacat kelamin ditetapkan berdasarkan Pasal 111 ayat (1), (2) dan (3). 
 
31 Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (1), 

"Tidak ada wali ‘aam atau wali ‘aam minta upah terlalu tinggi atau wali ‘aam terlalu jauh dari 
tempat pelaksanaan lebih dari 96 kilometer." 
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atau membuat surat yang isinya meminta seseorang untuk menjadi wali 

tahkim baginya. Sebagai konsekuensinya kedua mempelai harus rela dengan 

syarat yang diberikan oleh wali tersebut.32

Setelah wali tahkim siap untuk menjadi wali, namun ditengah 

perjalanan wali tahkim menemukan kekurangan syarat yang tidak terpenuhi 

dari mempelai,33 wali dibenarkan untuk enggan menikahkannya. Kedua 

mempelai tidak bisa meminta wali tahkim lain disekitar jarak 96 kilomenter 

kecuali mempelai tersebut sudah mengucap kata-kata atau membuat surat 

pembatalan. Setelah pembatan dibuat, kedua mempelai bisa meminta wali 

tahkim yang lain untuk menikahkannya.34  

Sedangkan syarat seseorang bisa diminta sebagai wali tahkim adalah 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 dan 58 dan orang 

tersebut diakui oleh masyarakat sebagai orang yang layak menjadi wali 

kecuali kecuali pada radius 96 kilometer tidak ada orang seperti tersebut maka 

orang yang adil bisa diminta untuk menjadi wali. 

                                                            

32  Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (3), 
"Mempelai laki-laki dan perempuan harus mengucapkan/mengeluarkan kata-kata untuk meminta 
dan rela dengan syarat yang diberi oleh wali tersebut." 

 
33 Syaratnya didasarkan atas Pasal 47.  
 
34  Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (4), 

"Apabila orang yang diminta untuk menjadi wali enggan untuk menikahkan karena mempelai 
tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 47 mempelai tersebut tidak 
bisa meminta orang lain pada sekitar 96 kilometer untuk menjadi wali kecuali mempelai tersebut 
telah mengucap/mengeluarkan kata-kata untuk membatalkan terlebih dahulu. Untuk membatalkan 
wali itu bisa dengan cara apapun." 
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Dengan demikian, kebebasan perempuan dalam perundang-undang 

Islam Thailand tentang hukum keluarga Islam berbentuk hak untuk meminta 

wali lain selain wali khas}, aqrab, ab'ad dan mujbir untuk menikahkannya 

dengan laki-laki lain, ketika  wali khas}, aqrab, ab'ad dan mujbir ditemukan 

adanya indikasi untuk menyengsarakan perempuan atau ketika meraka tidak 

cukup syarat sebagai wali.  

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan penelusuran dan pengkajian data secara cermat, 

terakhir penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Menurut perundang-undangan Hukum Keluarga Islam Thailand, wali 

adalah salah satu unsur yang penting dan menentukan dalam pernikahan. 

Karena pernikahan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya wali yang 

menikahkan. Wali nikah yang berhak menikahkan perempuan di bawah 

perwaliannya pada prinsipnya adalah wali nasab (baik itu wali khas, wali 

akrab, wali ab'ad maupun wali mujbir). Ketika mereka semua tidak ada 

atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak menikahkan berpindah 

ke wali lain yang ada di luar hubungan nasab, seperti wali 'aam, wali 

hakim, wali tahkim dan wali penghulu, khusus bagi perempuan yang 

pernah menjadi hamba atau nenek moyangnya menjadi hamba dari 

tuannya. Perpindahan hak menikahkan dari wali nasab (baik itu wali khas, 

wali akrab, wali ab'ad maupun wali mujbir) ke wali di luar hubungan 

nasab terjadi karena 1) wali hilang, 2) tempat tinggalnya jauh lebih dari 96 

kilometer, 3) menolak menjadi wali, 4) dipenjara dan tidak mampu 

menikahkan atau mewakilkan, 5) tidak mau menikahkan, 6) pingsan 

sehinga tidak sadar pada saat pelaksanaan selama 3 hari.    
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2. Hanya wali yang memiliki otoritas untuk menikahkan seorang perempuan. 

Wali mujbir bisa memaksa perempuan di bawah perwaliannya untuk 

menikah dengan laki-laki pilihan wali mujbir. Selain wali mujbir, wali 

yang lain tidak mempunyai otoritas memaksa seorang perempuan untuk 

menikah. Otoritas wali mujbir untuk menikahkan perempuan dengan laki-

laki pilihan wali mujbir dianggap sah ketika laki-laki tersebut sesuai 

dengan ketetapan dalam Pasal 41 ayat (1), yakni memiliki pekerjaan, 

kedudukan ekonomi dan moral tidak lebih rendah dari perempuan, mampu 

membayar maskawin, akal sehat, tidak menjadi musuh perempuan, dan 

bukan budak. Jika ketetapan ini tidak terpenuhi, wali mujbir tidak bisa 

memaksa perempuan tersebut untuk menikah. Disamping itu wali mujbir 

bisa mengucapkan kalimat ijab dan qabul dalam waktu yang sama, dan 

tidak berlaku ketika diwakilkan kepada orang lain. 

Pada prinsipnya perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menikah 

tanpa wali, namun perempuan memiliki kebebasan untuk meminta orang 

lain sebagai wali di luar wali nasab untuk menjadi wali dalam 

pernikahannya. Ketika wali bermasalah baik masalah yang muncul dari 

internal wali maupun eksternal wali sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Pasal 44, maka perempuan bisa meminta seseorang untuk menjadi wali 

baik itu menjadi wali 'aam, khusus untuk perempuan yang memintanya 

atau menjadi wali tahkim ketika mempelai laki-laki dan mempelai 

perempuan memintanya bersama-sama. 
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B. Saran-saran 

Penelitihan ini tentu masih banyak kekhilafan dan kekurangan dan 

masih perlu pengembangan penelitihan selanjutnya. Penelitihan yang singkat 

ini memang sengaja untuk membuka materi undang-undang Islam Thailand 

tentang hukum keluarga, dimana materi undang-undang ini tidak banyak 

dikenal oleh peminat studi undang-undang hukum keluarga di dunia Islam. 

Hal ini terlihat dari tidak masuknya undang-undang Islam Thailand tentang 

hukum keluarga dalam buku-buku referensi hukum keluarga di dunia Islam. 

Di dalam studi undang-undang hukum keluarga Islam banyak yang 

harus digali dan dinformasikan tentang materi undang-undang hukum 

keluarga di beberapa negara, khususnya hukum keluarga Islam yang berlaku 

di Thailand Selatan, oleh karenanya, diperlukan banyak studi atas undang-

undang Islam Thailand tentang hukum keluarga Islam. Sehingga masyarakat 

Islam memiliki informasi dan pemahaman lebih luas, tidak terjebak pada 

fanatisme buta atas kebenaran tunggal, mampu melihat sekian perbedaan 

materi undang-undang hukum keluarga Islam di belahan dunia sebagai 

rahmat. Karena secara generik, Islam adalah agama yang membawa visi 

penyelamatan di muka bumi dalam rangka memberikan moralitas baru bagi 

transformasi sosial. Hal ini sesuai dengan keyakinan bahwa isla>m rah}matan lil 

'alami>n dan al-isla>m s{alih{ li kulli zama>n wa maka>n. 
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Lampiran I : 
 
TERJEMAHAN QUR'AN DAN HADIS 
 
Bab Hlm. Fn. Terjemah 
I 14 26 Dari "Aisyah ra. berkata sesungguhnya nabi Muhammad 

menikahinya dan dia perempuan berumur enam atau tujuh 
tahun dan nabi Muhammad melakukan hubungan dengannya 
ketika 'Aisyah berumur sembilan tahun. 
 

 14 27 Dari Abdillah Ibn "Abbas " janda lebih berhak atas dirinya 
dari pada walinya dan perawan meminta izin (agar 
dinikahkan) kepadanya, dan izinnya adalah diamnya. 
 

II 22 11 Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di 
antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
 

 22 13 Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. 
 

 22 15 Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. 
 

 23 16 Rasulullah bersabda: penguasa adalah wali bagi orang yang 
tidak punya wali. 
 

 23 17 Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariyah, seorang gadis telah 
menghadap Rasullullah s.a.w. lalu menyampaikan bahwa 
bapaknya telah minikahkannya (dengan seorang laki-laki 
sedangkan ia tidak menyukainya), maka Rasulullah s.a.w. 
menyuruhnya untuk memilih.  
  

 23 18 Perawan dimintakan izin (agar dinikahkan) kepadanya, 
izinnya adalah diamnya, izinnya adalah diamnya, dan 
diamnya adalah ketetapannya dan bagaimana izinnya perawan 
itu, izinnya adalah diamnya. 
 

 23 19 Dari Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya ia berkata, dan 
berkatalah "Umar bin Khattab tidak sah nikah perempuan 
kecuali ada izin dari walinya atau orang yang cerdik berasal 
dari keluarganya atau penguasa. 
 

 24 20 Tidak sah nikah seorang perempuan kecuali dengan izin 
walinya, apabila perempuan itu menikah (tanpa izin wali), 
maka nikahnya batal, batal, batal . 
  

 24 21 Diangkat hukum itu dari tiga perkara: dari orang yang tidur 



hingga ia bangun, dari orang yang tidak sadar hingga sadar 
dan dari anak-anak hingga ia bermimpi. 
 

 24 22 Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
 

 25 23 Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi 
pelindung bagi sebagian yang lain. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran III : 
 

WALI 
 

Pasal 29 Wali adalah laki-laki yang berwenang untuk menikahkan 
perempuan. Pada kasus laki-laki belum baliqh atau akal tidak waras, kewenangan 
ini adalah hak wali tidak bisa dipaksa  
 Pada kasus wali yang bisu, wali tersebut harus mewakilkan kepada orang 
lain. 
 

Pasal 30 Wali Khas adalah laki-laki saudara perempuan yang diurutan 
pertama dan dikemudian bisa menjadi wali menurut urutan sebagai berikut : 

1) Bapak 
2) Kakek 
3) Abang atau adik laki-laki seibu sebapak 
4) Abang atau adik laki-laki sebapak 
5) Anak laki-laki dari abang atau adik laki-laki seibu sebapak 
6) Anak laki-laki dari abang atau adik laki-laki sebapak 
7) Seandainya wali pada poin yang ke-6 tidak ada maka anak laki-laki 

pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya anak laki-laki wali pada poin 
ke-5 tidak ada maka anak laki-laki wali pada poin ke-6 menjadi wali, 
seandainya anak laki-laki wali pada poin ke-6 tidak ada maka cucu 
laki-laki wali pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya cucu laki-laki 
wali pada poin ke-5 tidak ada maka cucu laki-laki wali pada poin ke-6 
menjadi wali, dan seterusnya mengikut urutan seperti yang diatas 

8) Abang atau adik laki-laki bapak seibu sebapak 
9) Abang atau adik laki-laki bapak sebapak 
10) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak seibu 
11) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak 
12) Anak laki-laki atau laki-laki keturunan laki-laki wali pada poin ke-10 

atau 11, diacak seperti poin 7 sampai habis dari poin ke-10 atau 11  
13) Abang atau adik laki-laki kakek sebapak seibu 
14) Abang atau adik laki-laki kakek sebapak 
15) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki kakek sebapak seibu 
16) Anak laki-laki abang atau adik laki-laki kakek sebapak 
17) Anak laki-laki atau laki-laki keturunan laki-laki wali pada poin ke-15 

atau 16, diacak seperti poin 7 sampai habis dari poin ke-15 atau 16. 
 

Pasal 31 Wali Akrab adalah wali khas yang paling dekat menurut urutan 
wali khas yang masih hidup  pada saat itu 

 
Pasal 32 Wali Ab’ad adalah wali khas yang jauh satu tahap dari wali 

akrab menurut urutan wali khas 
 
Pasal 33 Wali Mujbir adalah wali bapak atau kakek apabila tidak ada 

bapak 



Pasal 34 Wali Penghulu adalah wali yang pernah menjadi tuan hamba 
perempuan atau nenek moyang hamba perempuan. 

Pasal 35 Wali Hakim adalah wali yang dilantik oleh Diraja atau orang 
yang menerima perintah Diraja untuk menjadi hakim (Datok Sarnyutitham), 
berhak menjadi wali bagi perempuan yang sudah dewasa pada umumnya 

 
Pasal 36 Wali ‘aam adalah wali yang berhak untuk menikahkan 

perempuan yang pada umumnya sudah dewasa seperti Raja atau wali hakim 
menurut penetapan  pasal 44 hingga 47 

 
Pasal 37 Wali Tahkim adalah orang yang oleh mempelai laki-laki dan 

perempuan diminta untuk menjadi wali 
Pada kasus ini, orang yang bisa diminta menjadi wali hendaklah menurut 

penetapan sebagai berikut : 
1) Tidak ada wali ‘aam atau wali ‘aam minta upah terlalu tinggi atau wali 

‘aam terlalu jauh dari tempat pelaksanaan lebih dari 96 kilometer 
2) Orang yang layak menjadi wali adalah : 

a. Memenuhi syarat yang telah disebut dalam pasal 38 dan 58 dengan 
maklum 

b. Diakui oleh masyarat bahwa orang tersebut layak kecuali pada 
radios 96 kilometer tidak ada orang seperti tersebut maka orang 
yang adil bisa diminta untuk menjadi wali 

3) Mempelai laki-laki dan perempuan harus mengucapkan/mengeluarkan 
kata-kata untuk meminta dan rela dengan syarat yang diberi oleh wali 
tersebut 

4) Apabila orang yang diminta untuk menjadi wali enggan untuk 
menikahkan karena mempelai tersebut tidak memenuhi syarat seperti 
yang ditentukan dalam pasal 47 mempelai tersebut tidak bisa meminta 
orang lain pada sekitar 96 kilometer untuk menjadi wali kecuali 
mempelai tersebut telah mengucap/mengeluarkan kata-kata untuk 
membatalkan terlebih dahulu. Untuk membatalkan wali itu bisa 
dengan cara apapun 

5) - 
6) Wali Tahkim berwenang seperti wali ‘aam 

 
Pasal 38 Wali yang bisa melaksanakan pernikahan dengan syarat sebagai 

berikut :  
1) Laki-laki, kecuali wanita yang menjadi raja tetapi harus wakilkan 

kepada wali hakim untuk mengganti 
2) Beragama Islam, kecuali raja tetapi harus wakilkan kepada wali hakim 

untuk mengganti 
3) Sehat akal 
4) Tidak dianggap tidak mampu (mampu) 
5) Tidak fasik kecuali raja dan orang yang baru masuk islam 
6) Akal fikiran seperti orang pada umumnya 
7) Tidak dalam beribadah haji 



8) Tidak pingsan sampai tidak sadar diri dan 
9) Tidak jadi hamba 

 
Pasal 39 Didalam ketetapan pasal 44 (2) a dan b dan pasal 47 wali akrab 

yang berhak untuk menikahkan perempuan, dan jika wali tersebut tidak 
memenuhi syarat maka wali ab’ad-lah yang berhak 
 

Pasal 40 Pada kasus wali akrab lebih dari 1 orang (ramai) maka mempelai 
perempuan berhak memilih salah satu diantara mereka untuk menikahkannya 
dengan syarat : 

1. Wali laki-laki yang tidak memenuhi syarat seperti dalam pasal 41 (1) 
pernikahan perempuan harus mendapat persetujuan dari para wali akrab 
yang telah disepakati 

2. Perempuan mengizinkan para wali akrab untuk menikahkan dengan 
syarat : 
a. Semua wali tidak bisa bergabung untuk menikahkan, para wali 

hendaklah membuat kesepakatan siapa yang mau menikahkan, 
seandainya tidak bisa membuat kesepakatan maka hendaklah 
diundi. 

b. Masing-masing wali akrab menikahkan perempuan dengan lebih 
dari 2 orang laki-laki, hendaklah perempuan itu menjadi istri laki-
laki yang dinikahinya terlebih dahulu, tetapi kalau tidak 
mengetahui pernikahan mana yang dahulu maka semua pernikahan 
tersebut dianggap batal.  

 
Pasal 41 Wali mujbir berhak untuk menikahkan dengan syarat sebagai 

berikut : 
1) Memaksa putri atau perempuan yang dari garis keturunan laki-laki yang 

masih perawan, perempuan itu bisa dinikahkan dengan laki-laki sebagai 
berikut : 
a. Mempunyai pekerjaan yang tidak lebih rendah dari perempuan 
b. Mempunyai moral yang tidak lebih rendah dari perempuan 
c. Bisa membayar maskawin menurut negara mana tempatnya 

pernikahan berlangsung menurut kadar yang sesuai dengan 
ekonomi perempuan apabila pihak perempuan menuntut 

d. Mempunyai akal sehat, tidak berpenyakit dan alat kelamin tidak 
cacat menurut pasal 111 (1, 2 dan 3) 

e. Tidak jadi musuh bagi perempuan dan wali mujbir perempuan, 
termasuk wali mujbir juga tidak jadi musuh perempuan 

f. Mempunyai kedudukan ekonomi tidak lebih rendah dari 
perempuan 

g. Keturunan arab seandainya perempuan keturunan arab, dan 
h. Tidak menjadi hamba 

2) Melangsungkan pernikahan dengan mengucap kabul mengganti anak 
laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki jika anak laki-laki atau 
laki-laki yang garis keturunan itu : 



a. Belum baligh walaupun anak laki-laki atau laki-laki garis 
keturunan laki-laki tersebut tidak setuju 

b. Sudah baligh tapi gila, untuk mengatasinya dalam pelanggaran 
dalam moral bercampur atau sembuh dari gila. 
Pada kasus seperti ini wali mujbir bisa melantik wakil untuk 
mengucap kabul mengganti dirinya 
 

3) Kakek berhak menikahkan antara laki-laki dan perempuan yang dari 
garis keturunan laki-laki dengan mengucap ijab dan kabul pada waktu 
itu dengan serentak, atau melantik pengganti untuk mengucap ijab atau 
kabul, tetapi tidak bisa melantik orang yang sama untuk mengucap 2 
kalimat tersebut kalau : 
a. Laki-laki atau perempuan garis keturunan laki-laki belum baligh 

atau sudah baligh tapi akal tidak sehat (gila) 
b. Perempuan garis keturunan laki-laki masih perawan, dan 
c. Bapak laki-laki garis keturunan laki-laki dan bapak perempuan 

garis keturunan laki-laki keduanya sudah meninggal atau gila. 
 

4) Wali mujbir bisa menyerahkan perempuan dari garis keturunan laki-laki 
kepada laki-laki garis keturunan laki-laki apabila perempuan garis 
keturunan laki-laki hampir baligh dan badan besar sehingga layak 
melakukan hubungan badan 
 

Pasal 42 Khusus untuk wali mujbir yang berhak : 
1) Menikahkan laki-laki atau perempuan yang belum baligh, atau 
2) Memaksa laki-laki atau perempuan untuk menikah seperti dalam pasal 

41 
 
Pasal 43 Pada kasus perempuan tidak mempunyai wali khas sama sekali 

atau ada tapi tidak memenuhi syarat penetapan dalam pasal 44 (4) laki-laki dan 
perempuan. Ternyata perempuan atau nenek moyangnya pernah menjadi hamba 
seseorang dan telah memerdekakannya, maka orang yang bisa menjadi wali 
perempuan tersebut ialah orang yang pernah menjadi tuannya atau dengan istilah 
“wali Penghulu”, kecuali wali penghulu itu adalah perempuan, orang yang akan 
menjadi wali itu adalah wali bagi perempuan, jika : 

1) Wali telah meninggal, orang yang bisa menjadi wali adalah saudara 
laki-laki perempuan yang berhak menjadi wali mengikuti urutan wali 
khas dalam pasal 30 dengan maklum 

2) Wali penghulu itu laki-laki atau perempuan telah meninggal, maka 
orang akan menjadi wali perempuan tersebut adalah saudara laki-laki 
wali penghulu. Adapun urutannya sebagai berikut : 
a. Anak laki-laki 
b. Laki-laki garis keturunan laki-laki 
c. Bapak 
d. Abang atau adik laki-laki sebapak seibu 
e. Anak laki-laki abang atau adik laki-laki sebapak seibu 



f. Anak laki-laki abang atau adik laki-laki sebapak 
g. Jika wali pada urutan ke-e tidak ada maka anak laki-laki urutan ke-

d menjadi wali, jika anak laki-laki urutan ke-d tidak ada maka 
anak laki-laki urutan ke-e menjadi wali, jika anak laki-laki urutan 
ke-e tidak ada maka cucu laki-laki urutan ke-d menjadi wali, jika 
cucu laki-laki urutan ke-d tidak ada maka cucu laki-laki urutan 
ke-e menjadi wali, dan seterusnya diurutkan seperti demekian 
sehingga habis garis keturunan laki-laki wali urutan ke-d dan e 
dengan tergantung kadaan 

h. Kakek 
i. Abang atau adik laki-laki bapak sebapak seibu 
j. Abang atau adik laki-laki bapak sebapak 
k. Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak seibu 
l. Anak laki-laki abang atau adik laki-laki bapak sebapak 
m. Anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki wali pada 

urutan ke-k atau k ke-l diacak-acak dengan menurut penetapan 
poin ke-g sehingga habis laki- laki garis keturunan laki-laki wali 
urutan ke-l dengan tergantung kadaan  

n. Laki-laki garis keturunan kakek langsung 
 

3) Wali penghulu yang tidak cukup syarat penetapan seperti dalam pasal 
44 (4), orang yang bisa menjadi wali adalah saudara laki-laki 
penghulu tersebut yang berhak menjadi wali menurut urutan wali khas 
seperti penetapan dalam pasal 30 dengan maklum. 
 

Pasal 44 Pada kasus perempuan minta supaya wali ‘aam menikahkannya, 
maka wali ‘aam bisa melaksanakan dengan syarat sebagai berikut : 

1) Perempuan tersebut sudah baligh dan tidak punya wali khas menurut 
penetapan dalam pasal 43 

2) Wali akrab perempuan tersebut : 
a. Hilang pada kawasan itu tapi belum ada keterangan dari 

pengadilan bahwa wali tersebut meninggal 
b. Menikah dengan perempuan itu atau menikahkan diantara saudara 

perempuan yang bukan garis keturunan laki-laki dan sudah baligh 
dengan anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki yang 
belum baligh 

c. Tinggal jauh dari tempat pelaksanaan pernikahan lebih dari 96 
kilometer 

d. Dipenjara dan tidak mampu untuk menikahkan atau mewakilkan 
e. Menolak untuk menjadi wali atau supaya pernikahan tidak diterima 

oleh wali ‘aam 
f. Tidak mau menikahkan 
g. Mengundurkan diri 
h. Sedang dalam ibadah haji 
i. Jatuh pingsan sehingga tidak sadar pada saat pelaksanaan 

berlangsung sampai 3 hari 



Tetapi pada ayat (2) ini tidak bisa diterapkan jika perempuan 
tersebut masih banyak memiliki wali akrab pada lapisan yang 
sama. 

3) Pernikahan bapak dan ibu perempuan menjadi batal karena sengaja 
untuk melangar penetapan perkawinan yang seperti ini, atau 

4) Wali penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak cukup syarat 
seperti penetapan dalam pasal 38 (4) (7) dan (8) 
Dalam kasus apapun, jika mempelai laki-laki tidak memenuhi syarat 
serperti penetapan dalam pasal 41 (1) dilarang wali ‘aam menikahkan 
perempuan, kecuali pada propinsi tersebut tidak ada laki-laki yang 
memenuhi syarat tersebut atau pernikahan tersebut bisa menghalang 
perempuan dari melakukan perbuatan zina. 
 

Pasal 45 Pada kasus wali ‘aam menikahkan perempuan menurut pasal 44 : 
1) Jika pada kasus wali ‘aam bisa mengetahui kebenaran dari wali akrab 

perempuan, hendaklah wali ‘aam memanggil wali akrab datang untuk 
menjadi wali dengan memberi batas waktu tertentu dengan jelas 
dengan penetapan sebagai berikut, kecuali setelah perempuan sudah 
memanggil, wali ‘aam sudah mengetahui kebenaran dengan sendiri 
atau dengan pemberitahuan orang lain dengan syarat bisa dimaklumi 
a. Memanggil dengan surat atau dengan orang 
b. Memanggil dengan surat atau orang harus sampai langsung kepada 

wali tersebut seperti penetapan dalam pasal 44 (2) 
c. Tidak boleh memanggil lebih dari 2 kali, jika lebih dari 2 kali, 

kewenangan wali ‘aam untuk menikahkan perempuan itu hilang, 
tugas tersebut langsung jatuh kepada wali ab’ad perempuan 
tersebut 

2) Pada kasus jika wali ‘aam tidak bisa mengetahui yang sebenarnya dari 
wali akrab, hendaklah wali ‘aam mendengar pernyataan dari saksi 
laki-laki 2 orang keatas atau dari saksi surat, kecuali wali wali ‘aam 
mengetahui kebenaran dengan sendiri atau dengan orang lain yang 
bisa dimaklumi, walaupun tahunya sebelum atau setelah perempuan 
itu memanggil 
 

Pasal 46 Wali akrab pihak perempuan berhak untuk menghalangi 
pernikahan yang dilaksanakan oleh wali ‘aam menurut pasal 44 dan 45 pada wali 
‘aam,  apabila wali ‘aam sudah mengsiasati, hendaklah wali’aam itu membuat 
pernyataan bahwa pernikahan tersebut batal atau pernyataan melawan, jika wali 
akrab atau mempelai tidak terima maka bisa buat pengaduan ke pengadilan 

 
Pasal 47 Pada kasus mempelai sudah baligh dan tidak sehat akal tapi tidak 

ada wali mujbir, hanya wali ‘aam yang berhak menikahinya dengan mengganti 
mengucap ijab dan kabul atau memberi hak kepada laki-laki yang memenuhi 
syarat seperti dalam pasal 38 yang mengucap ijab dan kabul karena melihat bahwa 
pernikahan tersebut bisa menghindari laki-laki dan perempuan dari berbuat zina 



atau bisa sembuh dari ketidak sehat akal, tapi penetapan ini tidak bisa diterapkan 
pada kasus orang yang  tidak sehat akal yang tidak permanen  

Jika kedua mempelai tidak sehat akal dan yang ada hanya wali ‘aam saja, 
maka wali ‘aam tersebut tidak bisa menganti mengucap ijab dan kabul atau 
mewakilkan pada seorang laki-laki lain untuk mengucap ijab dan kabul, yang bisa 
dilakukan wali amm hanya mengucap satu kata dan laki-laki lain yang mewakili 
mengucap satu kata, atau mewakili kepada dua orang laki-laki masing-masing 
mengucap satu kata 

 
Pasal 48 Pada penetapan dalam pasal 41 (3) dan pasal 47, wali berhak 

untuk mewakili laki-laki lain untuk menggantinya menjadi wali   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran IV : 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal 

 
Imam Ahmad lahir di Bagdad pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 H/780 M. 

Ayahnya bernama Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syabuni. Sebutan Hanbal adalah 
nama kakeknya bukan bapaknya. Ayahnya meninggal dunia pada saat Imam 
Hanbal masih kecil, kemudian Hambali dididik dan dipelihara oleh ibunya di 
bawah perlindungan pamannya. Sejak kecil Hambali rajin mendalami ajaran 
Islam, menghafal al-Quran, belajar bahasa Arab dan Hadis serta mempelajari 
perjalanan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Setelah dewasa 
ia mengembara ke berbagai negeri muslim untuk mencari ilmu. Hambali pernah 
berguru kepada Imam Syafi’i di Bagdad dan di Mesir. Ia sangat menekuni bidang 
Hadis dan Fiqih, sehingga ia dikenal sebagai Imam Mazhab yang ahli hadis. Di 
antara kitabnya yang terkenal adalah Musnad Ahmad. Hambali wafat pada tahun 
241 H di Bagdad. 
 

Imam Syafi’i 
 Muhammad bin Idris asy- Syafi’i al-Quraish, lahir di Ghazzah, tahun 150 
H. Di usia kecilnya Syafi'i telah hafal al-Qur’an juga mempelajari hadis dari 
ulama hadis  di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun Syafi'i meninggalkan 
Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali 
lagi mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis 
Syafi'i diantaranya adalah Kitab al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Us ul al-
Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Imam Syafi’i 
dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang 
tersebut. 
 
At-Tirmizi 

Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H, dengan nama 
lengkap Abu> al-Hasan Muhammad ‘Isa> , berasar dari Tirmizi di tepi Sungai Jiha 
di Bukhar. Beliau menjadi ahli hadis dan penulis, dimana karya-karyanya 
dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya di 
bawah S{ahih Bukhari dan S{ahih Muslim. 
 
Imam Abu Dawud 

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ab bin Basyir Syaddad bin Amr bin 
Imran al-Azdy al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H/817 M. Abu Dawud adalah 
imam ahli hadis yang sangat teliti dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau 
antara lain kitab al-Sunan, kitab al-Marsail, kitab al-Qadar, kitab Naskh wa al-
Mansukh, kitab Fadail al-Amal, kitab al-Zyhd, kitab Dalail al-Nubuwah, kitab 
Ibtida al-Wahyu, dan Akbar al-Khawarij. 

Beliau berkata tentang h}adis\ yang terdapat dalam Sunnahnya “Aku 
mendengar dan menulis H{adis\ Nabi sebanyak 500000 buah H{adis\. Dari jumlah 
itu aku seleksi hanya tinggal 4000 H{adis\  yang kemudian aku tuangkan dalam 



Kitab Sunan ini”. Diantara murid Abu Dawud antara lain Imam Ahmad bin 
Hambal, Al-Syaibani, dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Dhahak al-Salmi al-
Tirmizi. Beliau wafat di Basyrah pada tanggal 6 Syawal tahun 275 H/889 M. 
 
Sayyid Sabiq 

Lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Sabiq menerima pendidikan 
pertama di Kuttab yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca, dan menghafal 
al-Qur’an. Kemudian Sabiq masuk di perguruan Al-Azhar. Jenjang pendidikannya 
diperoleh di Fakultas Syari’ah selama empat tahun dan Takhassus dua tahun 
dengan gelar As-Syahaddah Al- Alamiah yang setingkat dengan Doctor di 
perguruan yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai 
reputasi di bidang dakwah dan fiqih Islam. Karya monumental Sabiq yang 
dihasilkan diantaranya adalah Fiqh Sunnah, Al-Aqaid fil-Islam, Dakwah al-Islam. 
 
Khoiruddin Nasution 

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten 
Mandailing) Sumatera Utara. Dia alumni Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga. Sampai sekarang selain ia menjadi dosen tetap Fakultas 
Syari’ah Sunan Kalijaga dan Pascasarjana pada perguruan tinggi yang sama, ia 
juga menjabat sebagai Pembantu Dekan 1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Adapun karyanya antara lain adalah Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas 
Pemikiran Muhammad Abduh, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap 
Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, 
Fazlur Rahman tentang Wanita, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi 
Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih.    
 
Cik Hasan Bisri  
 Adalah Dosen pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Pernah menjadi Pembantu Dekan bidang Akademik tahun 1990-1996 dan Ketua 
Program Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama tahun 1994-1995 pada 
Fakultas Syari’ah. Menyelesaikan Program Sarjana Muda pada Fakultas Hukum 
Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 1973, Program Sarjana Lengkap pada 
jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati tahun 
1978, dan Program Magister Bidang Sosiologi Pedesaan pada Fakultas 
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 1988. Pernah mengikuti Program 
Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang 
(1980/1981). Menulis buku: Peradilan Agama di Indonesia (1996), Peradilan 
Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (1997), Bunga Rampai Peradilan 
Islam di Indonesia (Penyunting, 1977), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat 
Indonesia (Penyunting, 1997), dan Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan 
Penulisan Skripsi: Bidang Agama Islam (Logos: 1998). Di samping itu, Hasan 
Bisri aktif menulis berbagai makalah di bidang Hukum Islam, Peradilan Islam, 
Metode Penelitian dan Sosiologi. 
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